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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang ‚Analisis 

Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang‛. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik hutang 

piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu 

Kecamatan Sumobito Jombang. 

Data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara 

yang kemudian dianalisis dengan dalil-dalil Alquran dan Hadis tentang qard} dan 

Riba> yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal awal yang 

digunakan dalam transaksi hutang piutang tersebut merupakan dana hibah dari 

pemerintah. Dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan BUMDes terdapat 

kesepakatan oleh kedua belah pihak atas tambahan pembayaran hutang, artinya 

pihak BUMDes mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hasil analisa 

melalui hukum Islam, tambahan pembayaran atas hutang piutang pada BUMDes 

di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak diperbolehkan, 

karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat adalah riba>, hukum 

riba> adalah haram. Meskipun terdapat tambahan baik nasabah pinjaman 

konsumtif maupun produktif tidak berdampak buruk pada perekonomian mereka 

dan keduanya merasa saling diuntungkan. Namun, tambahan atas pembayaran 

hutang tersebut tidak sesuai dengan konsep akad qard} yang merupakan kegiatan 

muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mencari 

keuntungan. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan supaya pihak 

BUMDes menghentikan pelaksanaan akad simpan pinjam ini dengan memungut 

riba>, kemudian menggantikannya dengan akad kerjasama mudharabah mutlaqah 
maupun muqayyadah  dan akad  jual beli murabahah. Dengan adanya akad-akad 

tersebut di atas dapat pula pihak BUMDes mengalihkan lembaganya pada 

lembaga yang berbasis syariah, hal ini mengingat bahwa mayoritas masyarakat 

Desa Brudu mayoritas beragama Islam.  
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BAB I 

aPENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hak individu dan masyarakat menurut pandangan Islam diletakan 

dalam tingkat akeseimbangan yang serasi mengenai idunia dan iakhirat, ijiwa 

dan raga, akali dan hati, perumpamaani dan ikenyataan, imani dan 

kekuasaan.
1
A 

Perkembangan ateknologi adan bisnis di Indonesia asemakin 

meningkat. Alat-alat teknologi yang diciptakan oleh generasi-generasi muda 

yang memudahkan kegiatan masyarakat dalam beraktivitas. Melihat 

rendahnya pendidikan masyarakat Indonesia khususnya penduduk pedesaan, 

sekaligus minimnya bakat dan keahlian yang mereka miliki dapat dikatakan 

bahwa tidak semua masyarakat mampu mengikuti perkembangan zaman yang 

mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Artinya, banyak masyarakat 

Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ada yang bekerja namun 

penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. 

Setiap individu yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya harus 

terikat dengan posisinya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki 

mekanisme dan gaya hidup sesuai dengan sistem Islam.
2
 Setiap individu tidak 

                                                             
1
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakrata: Sinar Grafika, 2010 ), 57. 

2 Fahrul Ulum, Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2015), 6. 
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boleh merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, curang dan sebagainya.
3
 

Masih banyak masyarakat Indonesia yang berstatus ekonomi rendah. Karena 

mereka menjaga harta dan keluarga mereka dari sesuatu yang dilarang oleh 

agama. 

Masyarakat biasa berhutang kepada orang lain yang mereka anggap 

mampu memberi hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai biaya 

konsumtif. Yang dimaksud biaya konsumtif yaitu biaya konsumsi yang terdiri 

atas kebutuhan primer (pokok) seperti makanan, minuman, pakaian, tempat 

tinggal dan kebutuhan sekunder (tambahan) berupa perabot rumah tangga, 

alat transportasi dan sebagainya. 

Aspek kehidupan baik iritual (ibadah) imaupun isosial (muamalah) 

dirangkum idalam syariah Islam. Ibadah dibutuhkan untuk melindungi 

ketaatan dan ikeharmonisan jalinan antara imanusia dengan ikhaliq-Nya, serta 

diperlukani sebagai sarana untuk imengingatkan secara terus-menerus itugas 

manusiai sebagai ikhalifah-Nya di muka ibumi ini. Yang menjadi rules of the 

game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial adalah muamalah.
4
 

Salah satu bentuk dari aspek muamalah yaitu saling tolong menolong antar 

sesama. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Ma>idah : 2 yang berbunyi:  

افً... كى تػىعىاكىنيواعىلىىِالًإث مًِكالعيد  ^كىلى التػَّق وىل  ...كىتػىعىاكىنيواِعىلىىِالبًرِّكى

                                                             
3
 Fahrul Ulum, Sistem Ekonomi Islam, 6. 

4
 Muhammad Syafi’ii Antonio, Banki Syariah dari Teorii ke Praktiki (Jakarta : Gema Insani, 

2001), 4. 
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Artinya : ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran... (Q.S Al-Māidah : 2).
5
 

 

Islam menilai umati manusia sebagai suatu ikeluarga. Dihadapan Allah 

semua anggotai keluarga ini memiliki derajat yang sama, Allah tidak 

membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, tidak membedakan yang hitam 

dan yang putih. iKetakwaan, ketulusan hati, ikemampuan dan pelayanannya 

pada ikemanusiaan yang membedakan satu dengan yang lain.
6
  

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya kegiatan hutang 

piutang. Karena nasib setiap hamba selain ditentukan oleh Allah juga 

ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam agama Islam, hutang piutang 

merupakan kegiatan sosial (muamalah) yang diprbolehkan. Bahkan menurut 

kaum muslimin kegiatan tersebut adianjurkan bagi muqrid} (pemberi hutang) 

dan boleh (mubah) bagi muqtarid{ (penghutang) berdasarkan hadis: 

رىِ ر بةنِِمًن ِِعنِأبًىِىي كِي لًمو ِعنِميس  ِنػىفَّسى يرىةِر.ع.ِقاؿِ:ِقاؿِرسولللهِص.ـِ.ِ:ِمىن 
علىي وًِ ِاللهيِ رى سًروِيىسَّ ِعىلىىِميع  رى ِيىسَّ ِالقًيىامىةًِكمىن  ًـ ر بىةنِمًنكِيرىبًِيػىو  عنوكِي ِاللهيِ ن ياِنػىفَّسى رىبًِالدُّ كي

رىهيِ تػى لًمناِسى ِميس  رى تػى ِسى نياِكِالأخرةًِكمىن  فًِالعىب دًِمىاِِفًىِالدُّ فًىِعىو  ِاللهيِ فًىِالدُّنػ يىاِكِالأخًرىةًِكى اللهيِ
فًِأخًي وً.ِ)اخرجا<مسلم( ِالعىب ديِفًىِعىو   كىافى

Artinya :  Abu Huraira berkata, ‚Rasulullah saw. telah bersabda, ‚Barangsiapa 
melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-
kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-
kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kelonggaran kepada 
seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran 
baginya di dunia dan akhirat, dan barangsiapa menutupi (aib) 
seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya  di dunia dan di 

                                                             
5
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf 

Alquran Departemen Agama RI, Alquran Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI 
(Semarang : PT.Karya Toha Saputra Semarang, 2002), 200. 
6
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 14. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

 

akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamban-Nya, selama 
hamba-Nya mau menolong saudaranya‛. (HR.Muslim) 

7 
 

Hukum asal dari hutang adalah boleh atau mubah. Seorang individu 

boleh. berhutang pada siapapun yang ia inginkan, berapapun yang dibutuhkan 

baik kepada sesama rakyat maupun kepada orang asing. Seperti yang 

disampaikan dalam hadis: 

Telah imenceritakan kepada kami Ahmad bin Jawwash Al Hanafi 

Abu ‘Ashimi telah menceritakan ikepada kami ‘Ubaidullah AlAsyja’i 

dari Syufyani dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah 

katanya; Nabi saw. ipernah mempunyai hutang ikepadaku, maka 

beliau melunasikui dan bahkan memberiku tambahan. Setelah aku 

masuk masjid imenemuinya, tiba-tiba ibeliau bersabda: Shalatlahi 
dua rakaat.8 

 

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang 

menyediakan dana bagi amasyarakat yang membutuhkan baik untuk 

memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif di Desa Brudu. Dana 

tersebut disediakan sebagai sarana transaksi hutang piutang atau qard}. 

Transaksi qard} merupakan transaksi yang dibolehkan oleh jumhur ulama 

sesuai Alquran adan Hadis. Ayat yang memperbolehkan traksaksi qard} yaitu 

QS. Al-Hadi>d : 11: 

نناِفػىييضىِِمىنِ  سى ر ضناِحى قػى ِاللهىِ رًضي ريً مهِ)اذىاِالَّذًلِيػيق  رهكى وي,ِلىوي,ِكىلىوي,ِأىج  (۱۱عًفى  

Artinya : Siapakah iyang meminjamkan kepadai Allah pinjaman yang baik, 

Allah akan imelipatgandakan (balasan) ipinjaman itu untuknyai dan 

dia akan imemperoleh pahalai yang banyak. (QS. Al-Hadi>d : 11)
9
 

 

                                                             
7
 Rachmati Syafi’i, Fiqih iMuamalah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 152. 

8
 Fahrul Ulum, Sistem Ekonomi Islam, 141. 

9
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah iAlquran revisi terjemah oleh Lajnah iPentashih Mushaf 

Alquran Departemeni Agama RI, 1103. 
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Qard} iadalah pemberian. harta. kepadai orang. lain. yangi dapati 

iditagih .atau .diminta .kembali .atau .dengan .kata .lain imeminjamkan .tanpa 

mengharapkan. iimbalan.
10

 Jadi, ketika seseorang yang telah berhutang 

mengembalikan kepadanya maka ia tidak diperkenankan untuk mengharapkan 

imbalan. Akan tetapi, dalam transaksi qard} boleh mengambil biaya 

administrasi dengan catatan hanya biaya administrasi tanpa mengambil 

keuntungan sedikitpun.  

Transaksi qard}} dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang 

yang berhak dan diperbolehkan oleh agama untuk memanfaatkan hak miliknya 

seperti aorang yang sudah baligh dan aberakal sehat. Selain itu, transaksi qard} 

dinilai sahi apabila; dilakukan; terhadapi barang-barang’ yang; dibolehkan. 

oleh syara’i dan dinilai sah pula apabila telah terjadi ijab .kabul, misalnya 

dalam transaksi jual beli adan hibah.
11

 

Banyak buku tentang ekonomi yang mengkatakan bahwa bank 

merupakan lembaga mediasi yang menjembatani dua kelompok manusia, yaitu 

kelompok yang memiliki dana lebih dan kelompok yang kurang dana. 

Kemudian abank mengambil suatu keuntungan dari selisih pinjaman demi 

keberlangsungan hidup lembaganya. Sama halnya dengan lembaga-lembaga 

lain seperti lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengambil 

keuntungan dari selisih pinjaman demi keberlangsungan lembaga, misalnya 

keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan upah/gaji bagi 

pengelolah BUMDes agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. 

                                                             
10

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 131. 
11

 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, 153. 
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Maka, dibutuhkan sistem upah atau imbalan yang sesuai dan dapat 

memberikan motivasi dalam bertugas. Upah bagi pengelola BUMDes bisa 

dalam bentuk pemberiani gaji bulanan, atau upah kerja borongani dengan 

jumlah yang bermacam-macam sesuai dengan tugas yang harus idiselesaikan, 

atau ijika pengelolah mampu imencapai target yang iditetapkan selama 

periodei tertentu maka ada pemberian insentif .
12

 

Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, 

أجمعِالعلماءِعلىِأفِالمسلفِإذاِشرطِعشرِالسلفِىديةِأكِزيادةِفأسلفوِعلىِذلكِأفِ
 أخذهِالزيادةِربا

Artinya : Para ulama isepakat bahwa jika iseseorang yang meminjamkan utang 

dengan imempersyaratkan isepuluh persen dari utangan isebagai hadiah 

atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan 

tersebut, imaka itu adalah riba>. (Al Ijma’, hal. 99, dinukil dari iMinhatul 

‘Allam, 6: 276).
13

 

 

Maksudnya, para ulama menyebutkan bahwa meminjamkan hutang 

yang disyaratkan sepuluh ipersen dari utangani sebagai bentuk hadiahi atau 

tambahan, maka disebut riba>. Artinya, penulis menggap bahwa apabila 

persyaratan tersebut dibawah sepuluh persen tidak disebut dengan riba>. Hanya 

saja mengganti yang lebih baik meskipun sedikit.  

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Raafi’ bahwa Nabi saw. 

.pernahi meminjam’ dari; .seseorangi unta, yangi masihi ,kecil. Lalui adai 

untai zakati yangi diberikan sebagaii iganti. Nabi saw. kemudian .menyuruhi 

                                                             
12

 Suharyanto & Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa (Yogyakarta: Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 9. 
13

 Muhammad Abduh Tuasikal, ‚Mengembalikan Utang Berlebih‛,  https://rumaysho.com/9726-

mengembalikan-utang-berlebih.html, diakses pada 28 Desember 2018. 

https://rumaysho.com/author/admin
https://rumaysho.com/9726-mengembalikan-utang-berlebih.html
https://rumaysho.com/9726-mengembalikan-utang-berlebih.html
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Abu iRaafi’ iuntuki menggantii unta, muda, yang, sebelumnya ia pinjam. Abu 

Raafi’ ,menjawab, ‚Tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik 

(yang umurnya lebih baik).‛ .Nabi saw. kemudian menjawab; 

سىنػىهيم ِقىضىاءنِ ِخًيىارًِالنَّاسًِأىح   أىع طيوهيِفىإًفَِّمًن 
Artinya : Berikan saja .unta terbaik tersebut padanya. .Ingatlah sebaik-baik 

orang. adalah yang baik .dalam melunasi .utangnya. (HR. Bukhari no. 

2392 dan .Muslim No. 1600).
14

 

 

Dalil di aatas menunjukkan bahwa diperbolehkan melakukan hutang 

kemudian amengganti dengan suatu hal yang lebih baik. Kata amengganti 

dapat mengarah pada sisi sifatnya dan sisi ajumlah. Apabila yang disampaikan 

dalam hadis aadalah dari isisi sifatnya, artinya iunta yang diganti iadalah 

dengan iunta yang lebih ibaik atau idiganti dengan ijumlah yang lebihi 

banyak. iMisalnya, ada yang meminjami 1 kg beras, ikemudian idiganti 2 kg. 

Hal tersebut dapat dianggp sah, karena yang dapat dipahami yakni makna. 

umum, yaitu bisai menggantii utang dengani suatu hal yang lebih ibaik, hal 

tersebut bisa dilihat idari sisi ajumlah maupun isifat. Kaidah yang biasa 

disebutkan oleh para ulama: 

صًِالسَّبىبًِ ظًِلىِبًخيصيو  ِاللَّف  ًـ رىةىِبًعيميو   أىفَِّالعًبػ 
Artinya : Yang jadikani ibrah (pelajaran) iadalah umumnya lafazhnya, bukani 

khususnya isebab.
15

 

 

                                                             
14

 Muhammad Abduh Tuasikal, ‚Mengembalikan Utang Berlebih‛,  https://rumaysho.com/9726-

mengembalikan-utang-berlebih.html, diakses pada 28 Desember 2018. 
15

 Ibid. 

https://rumaysho.com/author/admin
https://rumaysho.com/9726-mengembalikan-utang-berlebih.html
https://rumaysho.com/9726-mengembalikan-utang-berlebih.html
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Selain itu, terdapat kaidah khusus di bidang muamalah yaitu: 

دًِرًضىىِ ليِفًيِال عىق  زىمىاهيِباًاتػَّعىاقيدًِالميِالأىص  تيويِإًالتػى ي نًِكىنىتًي جى تػىعىاقًدى  

Artinya : Hukumi asal, dalam, itransaksi .adalah .keridhaan keduai belah pihak 

yang iberakad, hasilnya adalah iberlaku sahnya yang idiakadkan.
16

 

 

Transaksi hutang piutang pada BUMDes di Desa Brudu terpenuhi 

prinsip keridhaan karena setiap pelayanan oleh pimpinan maupun staf 

BUMDes yang lain, mereka menyampaikan syarat-syarat dan ketentuan 

lainnya kepada calon nasabah sehingga mereka mengetahui dan tidak ada 

unsur pemaksaan dan penipuan.  

Rasa ridha idalam transaksi merupakani suatu iprinsip. Oleh sebab itu, 

transaksi. dapat dinilai  sah apabilai didasarkani pada perasaan ridha dari 

kedua belahi pihak. aArtinya, tidak isah apabila suatu akad isalah satu pihak 

dalam keadaani terpaksa atau dipaksa atau imerasa itertipu. Bisa terjadi pada 

saat akad sudah saling ridhai, namun di kemudian waktu  salah satui pihaki 

merasai itertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.
17

 

Selain itu, menurut Buku iPanduan iPembentukan dan ipengelolaan 

BUMDes yang iditerbitkan oleh PKDSP iUniversitas Brawijaya Tahun 2007, 

terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu; 

a. Kooperatif, yaitu seluruh komponeni yang, berkepentingan ,dalam 

BUMDes harus, mampu, melakukani kerjasama, yang, baik, untuk 

ipengembangan idan kelangsungani hidupi usaha. 

                                                             
16

 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah Yang Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 130. 
17

 Ibid , 130. 
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b. Partisipatif, yaitu seluruh komponeni yangi aterlibat di dalami BUMDes 

harus abersediai secarai suka rela atau diminta imemberikan adukungan dan 

kontribusii yang dapat imendorong akemajuan usahai .BUMDes. 

c. Emansipatif, yaitu seluruh ikomponen yang terlibat. di idalam BUMDes, 

harus, adiperlakukan sama tanpa imemandang agolongan, suku, dan agama. 

d. Transparan,, yaitu aktivitas, yang, iberpengaruh terhadap, ikepentingan 

masyarakat, iumum harus, idapat diketahui, oleh isegenap lapisan, 

masyarakat idengan mudah, dan iterbuka. 

e. Akuntabel,, yaitu aseluruh kegiatan, usaha harus, dapat 

dipertanggungjawabkan, secara teknisi maupun iadministratif. 

f. Sustainabel, yaitu ikegiatani usaha, iharus idapat idikembangkani dan 

dilestarikani oleh masyarakati dalam iwadah BUMDes.
18     

Artinya, masyarakat desa atau pihak ketiga lain yang malakukan 

traksaksi maupun kerjasama dengan BUMDes percaya dan tidak ada 

keraguan. Sehingga mereka merasa aman dan nyaman karena adanya prinsip-

prinsip tersebut di atas.  

Badan usaha imilik desai (BUMDes) merupakan, lembagai usaha desa 

yang dikelola, oleh masyarakati dan pemerintah desa sebagai upaya untuk 

memperkuati perekonomian, desa dan dibentuk berdasarkani kebutuhan dan 

                                                             
18

 Suharyanto & Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa, 23. 
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potensii yang ada di desa itu isendiri.
19

 Pendiriani BUMDes didasarkan, atas 

prakarsai Desa yang imempertimbangkan: 

a. Inisiatif, iPemerintah Desa atau,.masyarakat Desa; 

b. Potensi iusaha ekonomi Desa; 

c. Sumber idaya alami di Desa; 

d. Sumber idaya manusia yang imampu mengelolai BUMDes; 

e. Penyertaan modali Pemerintah Desa dalami bentuk pembiayaani dan 

kekayaani Desa yang idiserahkan untuk idikelola  sebagai bagiani dari 

usaha iBUMDes.
20

 

Masyarakat Desa Brudu Kecamatan Sumobito mayoritas penduduknya 

dapat dikatakan sebagai penduduk ekonomi menengah ke bawah banyak 

diantaranya bekerja sebagai petani dan wiraswasta, dari hal semacam itulah 

Kepala Desa beserta perangkatnya berinisiatif untuk memberi solusi kepada 

masyarakatnya agar setiap masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan 

dana untuk memenuhi kebutuhannya dapat berhutang. Tidak menutup 

kemungkinan masyarakat memiliki kebutuhan yang mendadak, maka dana 

yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk mengatasi 

kebutuhannya.  

Pada dasarnya, pendiriani BUMDes adalah untuk menyerapi tenaga 

kerja desa meningkatkani kreatifitas dan peluangi usaha ekonomi produktifi 

                                                             
19

 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Buku 
Panduan Pelatihan pengelolaan BUMDes 15 Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta 
(Yogyakarta : 2018), 1. 
20

 Anom iSurya Putra, iBadan Usaha Milik iDesa : Spirit iUsaha Kolektif Desa (Jakarta : 

Kementerian Desa, iPembangunan Daerah Tertinggal, dan iTransmigrasi Republik Indonesia, 

2015), 26. 
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mereka yang aberpenghasilan irendah.
21

 Namun, karena penduduk di Desa 

Brudu terbilang ekonomi menengah ke bawah maka Kepala Desa berserta 

perangkatnya aberinisiatif untuk memberikan sarana hutang piutang produktif 

dan juga konsumtif. 

Kegiatan transaksi qard} yang ada di Desa Brudu Kecamatan Sumobito 

sama halnya dengan transaksi qard} di tempat-tempat yang lain, misalnya 

mengisi formulir yang telah disediakan, memberikan batas minimum dan 

maksimum hutang, menarik biaya administrasi dan tambahan uang jasa setiap 

pengembalian. Dana awal yang dimiliki oleh BUMDes diperoleh melalui 

hibah dari Pemerintah.
22

  

Hal ini asesuai dengan pasal 90 UU No.6/2014 itentang iDesa yang 

menyebutkani bahwa iPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Daerah iKabupaten/Kota, dan iPemerintah Desa imendorong iperkembangan 

BUMDes idengan: 

a. Memberikan ihibah dan/atau aksesi permodalan; 

b. Melakukani pendampingan teknisi dan akses ke ipasar; 

c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
23

 

Berangkat dari apenjelasan latar belakang masalah di atas penulis ingin 

mengangkat amasalah tersebut dengan analisis hukum Islam. 

 

                                                             
21

 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Buku 
Panduan Pelatihan pengelolaan BUMDes 15 Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, 1. 
22

 Isa Amrulloh, Pimpinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Brudu kecamatan Sumobito 

Jombang, Wawancara Brudu, 1 November 2018. 
23

 Suharyanto & Hastowiyono, ‚Pelembagaan BUM Desa‛, 4. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar.abelakang di atas, masalah-masalah yang muncul 

dan bisa adikaji diantaranya yaitu: 

1. Praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). 

 

C. Rumusan, Masalah, 

aBerdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

pembahasan amasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana, praktik hutang piutang pada Badan, Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito aKabupaten Jombang? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada 

Badan, Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito 

Jombang? 

 

D. Kajian, Pustaka,  

aKajian pustaka, pada dasarnya, bertujuan untuk amendapatkan 

gambaran, tentang hubungan topik masalah yang, akan aditeliti dengan 

penelitian-penelitian asebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau 

duplikasi dari penelitian-penelitian tersebut. 
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Penelitian pertama dilakukan oleh Muhamad Muklis tentang ‚Analisis 

Hukum Islam Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun 

Putat Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan‛. Penelitian ini 

menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap hutang bersyarat oleh 

tengkulak kepada petani tambak yang hanya menjual ikan hasil tangkapannya 

kepada tengkulak guna untuk membayar hutang-hutangnya hingga lunas.
24

 

Penelitian kedua dilakukan oleh Lilik Zainyah tentang ‚Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif 

Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjungan Kabupaten Driyorejo Kecamatan 

Gresik‛. Penelitian ini menjelaskan tentang tambahan pembayaran hutang 

konsumtif yaitu hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, bahkan 

kebanyakan digunakan untuk modal usaha pada arisan kurban. Masyarakat 

yang ingin berhutang diwajibkan untuk menjadi anggota arisan.
25

 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Masruroh Muizzah tentang ‚Analisis 

Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul 

Huda Surabaya‛. Penelitian di atas menjelaskan tentang praktik hutang 

piutang dana zakat ma>l yang dilakukan oleh masyarakat dengan amil zakat 

yang dilakukan tanpa sepengetahuan amil-amil yang lain.
26

 

                                                             
24

 Muhamad Muklis, ‚Analisis Hukum Islam Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak 

di Dusun Putat Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan‛ (Skripsi—UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2014). 
25

 Lilik Zainyah,  ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang 

Konsumtif Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjungan Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik‛ 

(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
26

 Masruroh Muizzah, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl di 

Yayasan Nurul Huda Surabaya‛ (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 
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Dari ketiga kajian di atas dapat diketahui bahwa persamaannya yaitu 

temanya tentang hutang piutang. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai 

tempat atau sarana diperolehnya hutang yakni penelitian pertama pada 

seorang tengkulak, penelitian kedua pada amil zakat di Yayasan Nurul Huda, 

sedangkan pada penelitian yang ketiga yaitu pada kegiatan arisan kurban. 

Selain itu perbedaanya juga terlihat dari mekanisme transaksinya. 

 

E. Tujuan, Penelitian, 

Berdasarkan, arumusan masalah, yang ada di .atas, maka tujuan 

penelitian, yang ingin dicapai yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, dan mendeskripsikan bagaimana praktik, hutang 

piutang pada Badan, Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

 

F. Kegunaan, Hasil Penelitian, 

Selaras dengan tujuan penelitian, yang telah disebutkan di atas, penulis 

membagi manfaat, penelitian ini menjadi dua poin,, yaitu: 
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1. Secara Teoritis 

a. Sebagai rujukan untuk memastikan kehidupan beragama yang benar 

khususnya yang berkaitan dengan transaksi qard} (pinjaman). 

b. Sebagai panduan atau areferensi untuk mahasiswa/i apabila hendak 

membuat penelitian dengan judul yang, sama. 

2. Secara Praktis, 

a. Memberikan pengetahuan, baru bagi mahasiswa/i karena yang diteliti 

merupakan sesuatu yang baru untuk dikaji dalam koteks Islam. 

b. Memberikan informasi, bagi pihak-pihak yang, ingin menyelesaikan 

suatu permasalahan yang serupa dengan, kasus yang diteliti. 

 

G. Definisi Operasional  

Untuk menghindar dari akesulitan dan memudahkan pemahaman 

dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menjelaskan istilah pokok yang 

menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini. 

1. Hukum Islam : Hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diberikan oleh 

Allah SWT. untuk manusia melalui perantara Nabi Muhammad saw. baik 

berupa Alquran maupun sunnah beliau yang berupa perkataan, perbuatan 

dan ketetapan.
27

 Dalam ahal ini terdapat praktik penarikan tambahan 

pembayaran hutang konsumtif yang diperbolehkan. 

                                                             
27 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 849. 
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2. Hutang Piutang : Yang dimaksud hutang piutang dalam penelitian ini 

adalah hutang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yaitu kebutuhan 

pokok. Dalam hal ini, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan 

pokok ditarik tambahan atas pembayaran hutang. 

3. BUMDes : Badan Usaha Milik Desa yang meyediakan dana bagi 

masyakarat yang memerlukan dana untuk dihutang. 

 

H. Metode Penelitian, 

Dalam, suatu penelitian, di perlukan metode sebagai, cara untuk, 

mencapai tujuan. aMetode-medote tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini penulis menggambarkan praktik hutang piutang pada, Badan 

Usaha, Milik Desa (BUMDes) di Desa, Brudu Kecamatan, Sumobito 

Jombang dan mendeskripsikan dengan analisis hukum Islam. 

2. Data yang dikumpulkan, 

aBerdasarkan rumusan, masalah yang telah tercantum di atas, maka 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data tentang mekanisme hutang piutang pada aBadan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. 
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b. Data tentang mekanisme pembayaran hutang beserta tambahannya pada 

Badan Usaha aMilik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan 

Sumobito Jombang. 

3. Sumber Data  

Dalam apenelitian ini, ada dua sumber data yang yang adigunakan 

oleh penulis yaitu diantaranya: 

a. Sumber Primer yaitu data yang adiperoleh dari pihak yang bersangkutan 

dalam lingkup permasalahan yang sedang diteliti, yaitu: 

1) Pimpinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu 

Kecamatan Sumobito Jombang. 

2) Masyarakat yang berhutang pada Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. 

b. Sumber Sekunder yaitu data ayang diperoleh dari sumber-sumber yang 

telah ada, baik dari perpustakaan maupun dari laporan-laporan penelitian 

terdahulu. Data yang diambil dari literatur berupa buku dan dokumen-

dokumen terkait, yaitu: 

1) Suharyanto & Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa, Yogyakarta: 

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014. 

2) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia, Buku Panduan Pelatihan pengelolaan BUMDes 

15 Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, Yogyakarta : 2018. 
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3) Anom iSurya Putra, iBadan Usaha Milik iDesa : Spirit iUsaha 

Kolektif Desa, Jakarta : Kementerian Desa, iPembangunan Daerah 

Tertinggal, dan iTransmigrasi Republik Indonesia, 2015. 

4) Formulir surat perjanjian kredit (pinjaman) 

5) Formulir surat permohonan pinjaman 

6) Kartu kredit BUMDes (bukti pengansuran nasabah) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam melakukan suatu 

penelitian, maka penulis melakukan apengumpulan data dalam penelitian 

ini melalui beberapa teknik, yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti 

mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Adapun data yang 

ingin idiperoleh idengan amenggunakan metodei observasii ini adalah 

kondisii objek apenelitian dan praktik hutang piutang denagn penarikan 

tambahan pembayaran hutang.  

b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai maksud dan atujuan tertentu atau 

untuk ikeperluan memperoleh iberita aseperti yang adilakukan ioleh 

wartawani dan untuk melakukan ipenelitian dan ilain-lain.
28

 Dengan 

teknik ini penulis dapat menemukan data dan informasi melalui pihak 

terkait dalam praktik hutang piutang yang sedang diteliti. 

 

                                                             
28

 Burhan iAshshofa, Metode iPenelitian iHukum (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), 95. 
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5.  Teknik Pengolahan Data  

Setelah semua data iterkumpul perlu iadanya ipengolahan adata 

dengan itahapan-tahapan isebagai berikut:  

a. Pengolahani data dengan carai editing, yaitu memeriksa kembalii data-

data tentang Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. 

b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematika data-data tentang 

Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa 

Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. 

c. Analisis yaitu tahapan terakhir dengan amenganalisis lebih lanjut untuk 

memperoleh kesimpulan atas arumusan masalah yang ada pada Hutang 

Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu 

Kecamatan Sumobito aJombang.  

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis amenganalisis data melalui pendekatan 

deskriptif akualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu suatu aturan yang  

menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh terkait dengan 

praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa 

Brudu Kecamatan Sumobito Jombang secara jelas sesuai dengan 

penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemudian penulis memberikan argumen 

atau pendapat terkait hasil penelitian. 
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I. Sistematika aPembahasan 

Untuk memudahkan apembahasan dan pemahaman, dalam penulisan 

skripsi ini apenulis menyajikan sistematika pembahasaan yang terbagi 

menjadi lima abab pembahasan, yaitu ameliputi: 

Bab pertama  pendahuluan, iyang amenguraikan latar 

ibelakang.masalah., iidentifikasi masalah, rumusan imasalah, ikajian pustaka, 

itujuan penelitian, ikegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika ipembahasan. 

Bab akedua berisi tentang ‚Akad Qard} dan Riba> Dalam Islam‛ yang 

menguraikan tentang landasan teori yang terkait dalam ‚Analisis Hukum 

Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang‛ yaitu 

meliputi: pengertian qard} dalam Islam, dasar ahukum qard}, rukun  syarat qard}. 

Bab ketiga berisi tentang ‚Praktik hutang piutang pada Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang‛ yang berisi agambaran umum desa, yang meliputi : Letak geografis 

desa, keadaan masyarakat secara umum dan pelaksanaan hutang piutang pada 

BUMDes di Desa Brudu Kecamatan Sumobito aJombang.  

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap praktik hutang 

piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan 

Sumobito Jombang. 

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan 

sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran. 
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BAB II 

AKAD QARD}  DAN RIBA> DALAM aISLAM 

 

A. Akad Qard}  

1. Pengertian Akad Qard} 

Secara ietimologi, qard} imerupakan bentuk amasdar dari iqaradha 

asy-syai’–yaqridhu, yang iberarti dia imemutuskannya. Qard} iadalah 

bentuk imasdar yang berarti imemutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai’a 

bil. miqradh, atau amemutus sesuatui dengan igunting. Al qard} iadalah 

sesuatu yang idiberikan oleh apemilik iuntuk idibayar.
29

 Sedangkan secara 

terminologi, aqard} yaitu sebagai berikut: 

a. Ulama aHanafiyah mendefinisikan qard} sebagai berikut: 

القرضِىوِماِتعطيوِمنِماللِمثليِلتتقاضاه,ِاكِبعباِرةِأخرلِىوِعقدِمخصوصِ
 يردِعلىِدفعِماؿِمثليِلأِخرليردِمثلو.

Artinya : Qard} iadalah harta yang idiberikan kepada iorang lain dari 

ma>l mitsli untuk ikemudian dibayar atau idikembalikan. Atau 

dengani ungkapan iyang lain, qardi} adalah suatu iperjanjian 

yang khusus untuk menyerahkan harta (ma>l mitsli) kepada 

orang lain iuntuk kemudian idikembalikan persisi seperti iyang 

diterimanya.
30

 

 
b. Menurut aRachmat Syafei, qard} adalah akad terntu dengan amembayarkan 

hartai mitsil kepadaiorang lain supayai membayari harta yang sama kepadanya. 

                                                             
29

 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 

2012), 333. 
30

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 70. 
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c. Menurut Saleh, asebagaimana dikutip olehi Syukri Iska, qard} aadalah iutang 

yang amelibatkan barangi atau komoditii ayang aboleh dianggarkan dan 

.diganti imengikuti itimbangan, sukatan atau bilangani (fungible 

commodities). Si pengutang bertanggungi jawab untuk amemulangkan objek 

yang sama atau serupa dengan aapa yang iditerimanya tanpa adai premium 

(tambahan) iterhadap hartai yang adipinjamkan. 

d. Menurut UU No.22 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, qard} aadalah akad 

pinjamani dana kepada inasabah dengan iketentuan bahwa inasabah wajib 

mengembalikani adana yang diterimanyai pada awaktu yang telah disepakati.
31

 

e. Menurut fatwa DSN-MUI, qard} adalah suatu akad pinjaman akepada nasabah 

dengan ketentuan bahwa anasabah wajib mengembalikan danai yang 

diterimanyai kepada LKS pada waktu yang telah adisepakatii olehi LKS adan 

nasabah.
32

 

f. Dalam literatur buku yang ditulis oleh Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 

qard}i adalah apemberian hartai kepada orang laini yang dapati aditagih atau 

dimintai ikembali.
33

 

2. Dasar Hukum Qard} 

Hukum hutang piutang pada dasarnya mubah (boleh), dalam literatur 

fikih Salaf ash Shahih disebutkan bahwa qard} adikategorikan dalam aqd 

tathawwuli atau akad asaling bantui membantu dan ibukan atransaksi 

                                                             
31

Mardani, Hukum Sistem iEkonomi iIslam (Jakarta: Rajawali iPers, 2015), 232. 
32

Ahmadi Ifham iSholihin, Pedomani Umumi Lembaga Keuangan iSyariah (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), 192. 
33

 Nurul Hudai & Mohamad Haykal, iLembaga Keuangan iIslam Tinjauan iTeorits dan iPraktis 
(Jakarta: Kencana, 2010), 58. 
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ikomersial atau dapati juga adikatakan suatu akadi pembiayaan ikepada 

anasabah.
34

 

Adapun dasar hukum yang sesuai dengan akad qard} ada beberapa 

diantaranya yaitu: 

a. Alquran 

QS. Al-Baqarah: 282: 

ايػىن تيم ِ ِآمىنيواِإًذىاِتىدى اِالَّذًينى تيبيوهيِيىاِأىيػُّهى ِميسىمِّىِفىاك  لو ِإًلىىِأىجى ي نو ...ِبًدى  
Artinya : Hai orang-orangi yang beriman, iapabila kamu ibermùamalah 

tidak isecara tunai iuntuk waktu yang iditentukan, ihendaklah 

kamu imenuliskannya...
35

 

 

Maksud dari ayat di atas yaitu apabila dua orang atau lebih melakukan 

suatu transaksi alangkah baiknya ditulis atau dicatat agar suatu saat nanti 

tidak terjadi kesalahpahaman ketika salah satu pihak lupa atau karena 

sebab yang lain. 

QS. Al-Ma>idah: 1: 

فيواِباًل عيقيودًِ ِآمىنيواِأىك  اِالَّذًينى  يىاِأىيػُّهى
Artinya : Hai .orang-orang yang .beriman, penuhilah. akad-akad itu...

36
 

 

Maksud dari ayat tersebut yakni Allah Swt menyeru hamba-Nya untuk 

memenuhi akad-akadi (perjanjian) yang mencakupi janji prasetiai hamba 

kepadai Allah dan perjanjian iyang dibuat olehi manusia dalam ipergaulan 

dengan isesamanya.
37

 

                                                             
34

Nurul Hudai & Mohamad Haykal, iLembaga Keuangan iIslam Tinjauan iTeorits dan iPraktis, 
58. 
35

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf 

Alquran Departemen Agama RI, 88. 
36

Ibid, 199. 
37

Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan iIslam Tinjauan Teoritisi dan iPraktis, 59. 
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b. Hadis  

Hadis iRiwayat iMuslim: 

Orang iyang melepaskani seorang muslim dari kesulitannyai di 

dunia, Allah akan imelepaskan kesulitannyai di hari ikiamat; 

dan Allah isenantiasa menolongi hamba-Nya selamai ia (suka) 

menolongi saudaranya.
38

 

 

Isi kandungan dari hadis di aatas yaitu apabila ada aorang yang 

melepaskan seorang muslim dari kesulitan (misal untuk memenuhi 

kebutuhan kemudian dibantu dengan cara memberi hutang), maka Allah 

akan melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat dan Allah akan 

menolongnya aselama ia masih suka amenolong asaudaranya. 

Hadis aRiwayat Ibnu Majah: 

مسلمِيقرضِمسلماِِعنِابنِمسعودِأفِالنبيِصلىِاللهِعليهوِسلمِقاؿِماِمن
.قرضاِمرتينِإلكِافكِصدِقتهاِمرة  

Artinya : Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, ‚Bukan 
seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) 
dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah‛. 

 

 

Berdasarkan adalil yang atertera di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pinjaman. itu idapat idibedakan imenjadi dua akategori, yaitu pinjamani 

seorang hamba akepada iTuhannya (infaq, shadaqah, santunan aanak 

yatim dan alain-lain) dan pinjaman aseorang muslim terhadap saudara 

atau. sesama. Seperti atransaksi dalami kehidupan abermasyarakat, 

misalnyai seseorang meminjami suatu barang atau uangi kepada 

                                                             
38

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 232. 
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temannya. untuk memenuhi ikebutuhan ayang nantinyai harus 

idikembalikan aketika ia sudah mampui untuk mengembalikanya.
39

 

c. Ijma 

Parai ulama telah sepakatiaqard} bolehi dilakukan, akesepakatan 

ulamai ini didasarkan padai tabiat manusiai yang tidak bisai hidup 

tanpai pertolongani dan ibantuan asaudaranya. Tidak ada iseorang pun 

yang. memilikii segala barangi yang adibutuhkan. Oleh sebab itu, 

pinjam. meminjami sudah amenjadi isatu ibagian dari ikehidupan di 

duniai ini. Islam adalah agamai yang asangat memperhatikani segenap 

kebutuhani umatnya.
40

 

Di samping itu, dalam buku Fikih Ekonomi Syariah yang ditulis 

oleh Dr.Rozalinda, M.Ag. dijelaskan bahwa ihukum qard} iberubah  

sesuaii dengan akeadaan, cara dan proses akadnya. Adakala hukum qard}. 

boleh, amakruh, wajib, dan aharam. Apabila orang yang berhutang 

adalah iorang yang imempunyai kebutuhani sangati mendesak, 

sedangkan aorang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib 

memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa 

penghutang akan amenggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau 

perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram atau 

makruh asesuai dengan kondisisnya. Apabila aseseorang yang berhutang 

bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah 

modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh 

                                                             
39

Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah,71. 
40

 Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis, 60. 
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beruhutang apabila ia yakin dapat membayar, misalnya suatu saat ia 

mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat 

menggunakannya untuk membayar hutang. Apabila hal aini tidak ada 

pada diri apenghutang maka ia itidak boleh iberhutang.
41

 

3. Rukun dan Syarat Sah Qard} 

Seperti pada akad-akad lain, akad qard} memiliki rukun-rukun ulama 

antara lain:  

a. Muqrid} (pemilik barang), syarat menjadi seorang muqrid} yaitu cakap 

hukum dan mampu memanfaatkan hartanya dengan baik dan benar. 

Yang dimaksud dengan cakap hukum artinya berakal (tidak gila), baligh 

(sudah dewasa, dapat membedakan antara ayang hak dan ayang bathil), 

dan tidak boros (menghambur-hamburkan harta, sehingga hartanya 

mubadzir).  

b. Muqtarid} (yang mendapat barang atau pinjaman), syarat menjadi 

seorang muqtarid} hampir sama dengan yang disyaratkan pada seorang 

muqrid} yaitu ahliyah atau cakap amelakukan muamalah seperti berakal, 

baligh adan tidak boros. 

c. Ijab kabul, akad qard} tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat dipandang 

sah kecuali dengan ijab dan kabul, seperti  pada transaksi jual beli. Ijab 

Kabul bisa idengan menggunakan qard} atau (hutang atau pinjam) dan 

salaf (hutang), atau idengan lafal yang menggunakan arti kepemilikan. 

Contohnya : ‚Saya milikkan akepadamu barang ini, dengan aketentuan 

                                                             
41

 Rozalinda, Fikih ekonomi iSyaria: Prinsip dan Implementasi Pada iSektor Keuangan iSyariah 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 231. 
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anda harus mengembalikan kepada saya apenggantinya‛. aPenggunaan 

kata milik adi sini bukan berarti diberikan acuma-cuma, melainakan 

pemberian hutang ayang harus adibayar.
42

 

d. Qard}, atau barang yang dipinjamkan, tidak sah apabila tidak ada 

kemungkinan pemanfaatan, maka harus barang yang memiliki manfaat, 

karena qard} adalah akad terhadap harta.
43

 Menurut kebanyakan ulama 

yang terdiri atas Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, yang menjadi 

objek dalam aqard} sama adengan objek akad salam, baik aberupa 

barang-barang yang aditakar (makilat) dan aditimbang (mauzunat), 

maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di 

pasaran), seperti hewan, barang-barang adagangan, dan abarang yang 

dihitung. Atau adengan kata lain, setiap barang yang adijadikan aobjek 

jual beli, boleh juga adijadikan objek akad qard}. 

Ulama Hanafiyah menyampaikan bahwa objek dalam akad qard} 

hukumnya asah adalam ma>l mitsli. Namun, abarang-barang qimiyat 

seperti ahewan tidak boleh dijadikan objek qard} akarena sulit 

mengembalikan adengan barang ayang asama.
44

 

4. Tambahan Dalam Pembayaran Hutang 

Akad qard} merupakan salah satu macam dari aakad atabarru’ yaitu 

akad ayang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bagi 

sesamanya yang sedang membutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan 

                                                             
42

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah,72. 
43

 Nurul Huda & iMohamad Haykal, Lembaga iKeuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis, 62. 
44

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomii Islam: Fiqh Muamalah,72. 
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produktif maupun konsumtif, bukan akad yang bertujuan untuk komersial 

yang menjurus pada sesuatu yang menguntungkan. 

Oleh sebab itu, agama Islam melarang dan mengharamkan bagi 

pemberi hutang untuk meminta tambahan atas piutang yang ia berikan 

ketika jatuh tempo pengembalian hutang. Banyak fuqaha berargumen 

bahwa atransaksi ayang bercampur adengan riba> aadalah batal, tidak sah 

dan tidak boleh aditeruskan. Barangsiapa mempraktikan ariba>, maka 

transaksi tersebut aditolak, ameskipun ia tidak atahu karena ia atelah 

berbuat asesuatu yang adiharamkan Allah Swt. aLarangan dalam ariba> 

menunjukkan ahukum haram dan arusak.
45

 Setiap pinjaman yang 

mengambil manfaat adalah riba>. Sesuai dengan kaidah khusus di bidang 

muamalah yaitu: 

ِربًىاِ فىعىةنِفػىهيوى ِمىنػ  رَّ ِجى ر ضو  كيلُِّقػى

Artinya : Setiap ipinjaman yang menarik imanfaat (oleh ikreditor) 

adalah sama idengan riba>.
46

 

 

aYang dimaksud dengan ‚manfaat‛ dalam kaidah tersebut yaitu 

kelebihana atau atambahan dari pembayarana hutang ayang telah 

disyaratkana di awal aakad. Apabila tambahan pembayaran tersebut 

diberikan secara sukarela oleh penerima pinjaman yang biasa disebut 

dengan sumbangan, maka hal tersebut diperbolehkan.
47

 

                                                             
45

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 98. 
46

 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah Yang Praktis, 138. 
47

 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,193. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
 

 

Seluruh ulama sudah konsensus (ijma) bahwa simpam pinjam dengan 

tambahan yang disyaratkan itu dilarang (diharamkan). 

Ibnu Mundzir berkata: 

ِإًذىاِشىِ لًفى اِعىلىىِأىفَِّال ميس  مىعيو  ِابػ نيمين ذًريِاب نيِاِ:ِأىج  لًفًِزيًىادىةنِقىاؿى تىس  س  ِعىلىىِال مي رىطى
ِربًىا ِالزِّيىادىةنِعىلىىِذىلًكى ِأىخىذى ,ِإًف  ِعىلىىِذىلًكى لىفى دًيَّةن,ِفىأىس  ِىى .أىك   

Artinya : ‚Ibnu Mudzir berkata, ‘Para ulama telah ijma (konsensus) 
bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat 
kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan 
atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia 
mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya riba>‛.

48
 

 

Selain itu, terdapat pendapat yang membahas mengenai tuntutan ‘urf 

(kebiasaan) orang ayang meminjam dengan kelebihan, yaitu sebagai 

berikut: 

Menurut ulama Malikiyah, sebagian Syafiiyah dan sebagian 

Hanabilah orang yang meminjami dengan bungai karena ‘urf (kebiasaan) 

itu sama dengan idisyaratkan (tidak idibolehkan). 

Imam Malik berkata: 

ِمىنِ  ِيػَّق بًضى ِبأًىف  ِبىأ سى ِالًإمىاـِمىالًكِ:ِلى ِالذَِِّقىاؿى ي ئىاِمًنى ِشى لىفى ىىبًِ.ِ.ِ.أىس   
Artinya : Imam Malik iberkata : ‘Tidak ada imasalah, selama ipihak 

yang meminjamkani telah melakukan iserah terima emas....49 
 

Prof. Adh-Dharir menjelaskan: 

تىرًطىِ ِيىش  ِأىف  ِيىجيو زيِإًلَّ ِالزِّيىادىةىِلىِِلى رىطى ِشى طًِكىلىو  ريك  ش  كِىال مى رىدُّال مًث لًِلًأىفَِّال ميتػىعىارىؼى

ِباًل عىادىةًِيىجيو زيِكىِ ِإذىاِعىرىؼى لًكى ذى كى  
Artinya : Tidak dibolehkani kecuali mengambil isejenis utangi karena 

kebiasaani seperti idisyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan 
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(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15. 
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itu itidak boleh, imaka begitu pula jika ia tahu itu sudah 

menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh. 

 

Menuruta sebagian ulama Syafiiyah dan asebagian Hanabilah 

mengatakana orang  yang ameminjam dengan ibunga karena ‘urf iitu 

tidak termasuka idisyaratkan, maka dibolehkana bahkan itermasuk 

husnula qadha 50
(mengganti dengan baik atau dengan yang lebih baik). 

 

B. Riba> Dalam Islama  

1. Pengertian Riba> 

Riba> amenurut bahasa aadalah az-ziyadah ayang berarti akelebihan  

atau atambahan. Riba> ajuga berarti an-nama’ ayang berarti tumbuh aatau 

berkembang.
51

 

Riba> aberarti menetapkan abunga/melebihkani jumlah apinjaman 

saat ipengembalian aberdasarkan presentase itertentu dari ijumlah 

pinjaman. ipokok yang adibebankan ikepada apeminjam. Dalam pengertian 

lain, riba> berarti atumbuh atau amembesar. Adapun menurut istilah ateknis, 

riba,> berarti apengambilan atambahan dari aharta pokok atau amodal secara 

batil.
52

 

Menurut aAbdul Ghofur aAnshori, istilah riba> aberasal dari akata r-

b-w, yang adigunakan dalam Alquran asebanyak dua ipuluh ikali. Di idalam 

Alquran riba> idapat adipahami dalam idelapan arti, yaitu: apertumbuhan 

                                                             
50

 Adi Warman A. Karim & Oni Sahroni, Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah, 16. 
51

 Rozalinda, Fikih iekonomi Syaria: Prinsip dan iImplementasi Padai Sektor Keuangan iSyariah, 
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(growth), apeningkatan  (increasing), abertambah (swelling), ameningkat 

(rising), amenjadi besar (being big), dan besar (great), dan juga 

digunanakan dalam iartian bukit ikecil (hillock). Walaupun iistilah itampak 

dalami beberapa imakna, namun dapat diambil satu pengertiani umum, 

yaitu imeningkat (increase), baik imenyangkut kualitasi maupuni 

.kuantitas.
53

 

Menurut iMuhammad Asad, dalam apengertian iterminologi ayang 

umum, riba> abermakna a‚tambahan‛ kepada atau a‚kenaikan‛ dari asesuatu 

melebihi adan di atas jumlah atau aukurannya yang asal. Sedangkan di 

dalam terminologi Alquran, istilah riba> amenunjukkan itambahan iharam 

apapun, melalui bunga, terhadap isejumlah auang atau barang yang 

dipinjamkani oleh aseseorang iatau alembagaa kepadai orang atau lembagai 

lain. 

Menurut Syed Abul A’la aal-Maududi, kata arab riba> secara iliteral 

berartii ‚peningkatan atas‛ atau ‚tambahan untuk‛ apapun juga. Secarai 

teknis, istilahi tersebut digunakani untuk menyebuti sejumlahi tambahani 

yang dikenanakan oleh kreditur kepada debitur isecara tetap padai pokoki 

utang yang ia ipinjamkan, iyakni ibunga.
54

 

2. Dasar Hukum Riba> 

Bunga (riba)> telah menjadi bagian penting dari asistem 

perekonomian abangsa iarab iseperti ahalnya isistem ekonomii negara-

                                                             
53
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54

 Muhammad Sharif iChaudhry, Sistem Ekonomii Islam: Prinsipi Dasar (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2012), 224. 
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negara lain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi 

keberhasilan, pengoperasiana sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. 

Tetapia aIslam mempertimbangkan bunga itu suatu akejahatan yang 

menyebarkan, kesengsaraana dalam kehidupan. Alqurana menyatakan 

harama terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam.
55

 

Dasar hukum yang sesuai dengan pernyataan bahwa riba> itu 

dilarang yaitu sebagai berikut: 

a. Alquran 

QS. al-Baqarah : 278: 

ِآ اِالَّذًينى مًنًينىِيىاِأىيػُّهى كِين تيم ِميؤ  ِالرِّبىاِإًف  ِمًنى ذىريكاِمىاِبىقًيى مىنيواِاتػَّقيواِاللَّوىِكى  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman.
56

 

 

Kandungan dari ayat di atas yakni Allah SWT. menghubungkan 

perintah meninggalkan riba> dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan 

itu seseorang yang benar-benar beriman tidak akan melakukan riba>. 

 

QS. al-Baqarah : 279: 

الًكيم ِلِ وى ِأىم  لىكيم ِريءيكسي ِتػيب تيم ِفػى إًف  ِاللَّوًِكىرىسيولًوًِكى ِمًنى ر بو عىليواِفىأ ذىنيواِبًحى ِلىم ِتػىف  فىإًف 
ميوفىِكىلِتيظ لىميوفىِتىظ لًِ  

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), 
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maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 

tidak (pula) dianiaya.
57

 

 

Isi kandungan dari ayat di atas merupakan penegasan terakhir yang 

berupa ancaman keras dari Allah kepada pemakan riba> yang telah 

mengetahui hukum riba>  tetapi mereka tetap melakukannya. 

QS. ar-Ru>m : 39: 

اؿًِ وى ِفًيِأىم  ر بػيوى ِربًناِلًيػى اةوِتيريًديكفىِِكىمىاِآتػىي تيم ِمًن  ِزىكى ِاللَّوًِكىمىاِآتػىي تيم ِمًن  النَّاسًِفىلِيػىر بيوِعًن دى
ِىيميِال ميض عًفيوفىِ وىِاللَّوًِفىأيكلىئًكى  كىج 

Artinya : Dan sesuatui riba> (tambahan) yang kamu iberikan agar dia 

bertambahi pada harta manusia, maka riba> itu tidak imenambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu imaksudkan untuk mencapaii keridhaan Allah, maka 

(yang berbuat demikian) itulah orang-orangi yang imelipat 

gandakan (pahalanya).
58

 

 

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah mengatakan bahwa riba> 

yang diberikan dengan tujuan menambah harta manusia, tidaklah 

bertambah di sisi Allah melainkan zakat yang diberikan dengan tujuan 

mencapai ridha Allah yang akan dilipatgandakan (ditambah) pahalanya. 

QS. an-Nisa’: 161: 

هيمِ  ِمًنػ  افًريًنى نىاِلًل كى ِالنَّاسًِباًل بىاطًلًِكىأىع تىد  اؿى وى لًهًم ِأىم  كىأىك  ِنػيهيواِعىن ويِ قىد  ذًىًميِالرِّبىاِكى ِكىأىخ 
ابناِأىلًيمنا  عىذى

Artinya : dan disebabkan mereka memakan riba>, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka 

memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu 

siksa yang pedih. 
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Ayata tersebut merupakan jawaban dari Allah atas permintaan 

kaum Yahudi yang menginginkan kitab suci akhusus untuk amereka. 

Namun, Allah menolak apermintaan tersebut dan amengkritik perilaku 

kaum aYahudi yang memakan ariba>, apadahal telah adilaranga 

sebelumnya. 

Dari aayat aini dapat disimpulkan bahwa ariba> bukan hanya 

dilarang abagi kaum amuslimin, tetapi juga dilarang bagi kaum Yahudi. 

Meskipun ayat ini pada dasarnya ditunjukkan kepada kaum Yahudi, 

tetapi larangan memakan riba> ditunjukkan juga bagi kaum aNasrani dan 

kaum muslimin, akarena pesan asyariah yang adibawa Rasulullah Saw. 

merupakana pesan anabi-nabi sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa riba> adiharamkan bagi kaum Yahudi, Nasrani ldan kaum 

muslimin.
59

 

QS. Ali-Imran: 130: 

اِالَّ لًحيوفىِيىاِأىيػُّهى اتػَّقيواِاللَّوىِلىعىلَّكيم ِتػيف  ليواِالرِّبىاِأىض عىافناِميضىاعىفىةنِكى ِآمىنيواِلِتىأ كي ذًينى  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba> 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.
60

 

 

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah itidak mengharaman ariba> 

secara atuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini 

menggambarkani kebijaksanaani Allah yang melarangi sesuatu yang 

telah imendarah daging, amengakar pada imasyarakat asejak izaman 
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ajahiliyyah dahulu, asedikit demi sedikit (step by step), asehingga 

mereka ayang telah biasa amelakukan riba> siap amenerimanya.
61

 

b. Hadis  

Hadis Riwayat Muslim: 

Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang 

yang memakan riba>, orang yang memberikannya, penulisnya, 

dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah 

sama. 

 

Hadisa di atas, menggambarkana mengenai bahayaa dan 

buruknya riba>a bagi ikehidupan ikaum amuslimin. iBegitu buruka dan 

bahayanyaa riba>, isehingganya digambarkana bahwa aRasulullah 

Saw. melaknata seluruh apelaku riba>. iPemakannya, apemberinya, 

pecatatnya, maupun asaksi-saksinya.
62

 

Riba> juga termasuk tujuh dosa besar yang harus dijauhi, 

berdasarkan hadis yang adiriwayatkan oleh Bukhari: 

Dari Abu Huraira r.a.: Rasulullah Saw. bersabda: ‚Jauhilah 
tujuh dosa besar‛. Para sahabat bertanya: ‚Apakah tujuh dosa 
besar tersebut ya Rasulullah?‛ Rasulullah Saw. bersabda: 

‚Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharaman 
Allah untuk membunuhnya kecuali dengan haq, memakan riba>, 
memakan harta anak yatim dan menuduh berzina perempuan 
mukmin yang baik‛.

63
 

 

Hadis Riwayat Ibn Majah: 

Rasulullah Saw. berkata: Pada malam Isra’ Mi’raj aku 

mendatangii suatu kaum, perut merekai seperti rumah-rumh 

yang dihunii oleh ular dan idapat idilihat idari luar iperut-perut 
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mereka. Aku pun bertanya: ‚Wahai Jibril, siapakah mereka 

itu?‛ ia imenjawab, ‚Mereka adalah pemakan riba>‛. 

 

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, dapat dilihat bahwa 

riba> adalah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dilaknat dalam 

Islam. Oleh karena itu, sebaik-baiknya usaha dan hasil yang 

diharapkan yaitu dari suatu investasi yang terbebas dari unsur riba>.
64

 

3. Macam-macam Riba> 

Secara agaris besar, ariba> idikelompokkan amenjadi dua. aMasing-

masingi adalah ariba> hutang apiutang (riba> adayn) dan ariba> ajual beli. 

Kelompoka pertama aterbagi menjadi riba> aqard} dan riba> ajahiliyah. 

Adapun akelompok kedua aterbagi menjadi riba>a fadhl dan riba anasiah.
65

 

Keempati riba> tersebut adalah: 

a. Riba> Qard}, yaitui suatu smanfaat ataui tingkati akelebihan tertentu 

ayang disyaratkan terhadapa yang berhutanga (muqtarid}). 

b. Riba> Jahiliyah, yaitua riba> yang terjadi karena aadanya hutanga yang 

dibayar lebih daria pokoknyai karena peminjami tidak mampu imelunasi 

hutangnyaa asetelah ijatuh atempo. Ketidakmampuanai mengembalikan 

hutang ini kemudianaidimanfaatkan aoleh kreditor untuk imengambil 

keuntungan.
66

 

c. Riba> Fadhl, ayaitu riba yang atimbul akibat apertukaran barang sejenis 

yang tidak memenuhi kriteria asecara: (a) kualitas (mitslan bi mitslin); 

(b) kuantitasa (sawa’an bi sawa’in); dan (c) penyerahana yang tidak 
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dilakukan secara tunai (yadan bi yadin), pertukarana jenis ini 

mengandung ketidakjelasan (gharar) bagia kedua belah pihak terhadap 

baranga yang dipertukarkan.
67

 

Menurut ulama Hanafiyah, riba> fadhl adalah: 

ادًِال جًن سًِ تًحى ِعًن دى ر عًىِّ ِعىلىىِال مًع يىارًِالشَّ دًِبػىي عو ِفًىِعىق   زيًىادىةيِعىي نًِمىاؿو
Artinya : Tambahani zat iharta padai akad jual beli yang idiukur 

dan isejenis. 

 

Dengana kata alain, riba> afadhl adalah ajual ibeli yang imengandung 

unsur riba> pada barang isejenis dengan adanya itambahan pada salah 

satu beda tersebut. Oleh sebab itu, jika amelaksanakan akad jual beli 

antarbaranga yang sejenis, tidak boleh adilebihkan isalah isatunya agar 

terhindari daria unsuri riba>.
68

 

d. Riba> Nasiah, yaitu riba> yang itimbul akarena adanyai hutang ipiutang 

yang tidak amemenuhi ikriteria iuntung amuncul bersamai risiko (al-

ghamu bil ghunmi) dan ahasil usaha abersama ibiaya (al-kharaj bi 

dhaman). Dengan ademikian ikeuntungan munculi tanpa aadanya risiko 

ataua hasil ausaha yang idiperoleh tanpa aadanya biaya amodal iakan 

mengakibatkana terjadinyai riba>.
69

 

Menurut ulama Hanafiyah, riba> nasiah adalah: 

لىي نًِاىكًِ يػى ليِال عىي نًِعىلىىِالدَّي نًِفًىِال مًك  فىض  لًِكى ؿًِعىلىىِالأجى ليو  ليِال حي فىض 
و زيك نػىي نًِعًِ ادًِال مى اتِّحى و زيك نػىي نًِعًن دى لىي نًِاىكًال مى يػى غىي رًِال مًك  ؼًِال جًن سًِاىك  تًلى اخ  ن دى

 ال جًن سًِ
                                                             
67

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 95. 
68

 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, 262. 
69

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 96. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

 

Artinya : Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang 

ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda 

dibanding hutang pada benda yang ditakar atau ditimbang 

yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan 

ditimbang yang sama jenisnya. 

 

Maksudnya, menjuala barangi dengana isejenisnya, atetapi yang 

satu lebihi banyak, dengan apembayaran idiakhirkan, aseperti menjual 

satu akilogram igandum idengan isatu asetengah ikilogram igandum, 

yang. dibayarkana setelahi duai bulan.
70

 

Menuruta ulama Syafiiyah ada satu macama lagi, yaitu riba> yad 

merupakana riba> yang terdapat pada akada jual beli dengana 

mengakhirkan apenyerahan (al-qabdu), ayakni ibercerai-berai antara dua 

orangi yangi akadi asebelum timbangi  terima, aseperti imenganggap 

sempurnai ajual beli antara agandum dengan syair tanpai harus.asaling 

menyerahkani dan amenerima di tempati akad.
71

 

Menurut Ibn aal-Jauziyah dalam kitab I’lam AL-Muwaqi’in aAn 

Rab al-‘Lamin, riba>a dibagi menjadi adua bagian, riba> jalia dan riba> 

khafi. Riba> jali samaa dengan riba> nasiah dan riba> khafia merupakan 

jalan yanga menyampaikan kepadaa jali. 

Riba> jali adalah berlebih salaha satu dari dua pertukarana yang 

diperjualbelikan. Bila yang adiperjualbelikan asejenis, berlebih 

timbangannyaa pada barang-baranga yang aditimbang, berlebiha 
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 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, 263. 
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takarannyaa pada barang-barang yang aditakar, dan berlebihan 

ukurannyaa pada barang-baranga yang adiukur.
72

 

4. Hikmah Diharamkannya Riba> 

a. Hikmaha Riba> Dayn (hutang piutang) Diharamkana 

Riba> diharamkana karena mendatangkana dampak negatif aterhadap 

individua dan amasyarakat. aDampak negatif aterhadap individu ayaitu 

kebutaan anurani pelaku riba> dengan akeegoisan, keserakahan, akikir, 

dan menjadi abudak harta yang aberakhir dengan akondisi yang 

dijelaskana Allah tentang pelaku riba> adalam QS. Al-Baqarah: 275, 

yaitu orang tersebut abagaikan orang gila. Sedangkan, adampak negatif 

terhadap amasyarakat adalah ariba> bila amana riba> atelah menjalar pada. 

kehidupan sebuah amasyarakat akan tampak aefek anegatifnya dari asisi 

sosial dan aekonomi.
73

 

Menurut Sayid aSyabiq, ariba> diharamkan karena amengandung 

akibat negatif ayang sangat besar. aDiantaranya sebagai aberikut: 

1) Riba> dapat amenimbulkan permusuhan adiantara pribadi dan 

menghabiskan aseluruh semangat akerjasama atau saling atolong-

menolong. aSedangkan semua aagama terutama aIslam sangat 

menyeru aperbuatan saling atolong menolonga dan mengecam aorang 

yang amengutamakan kepentingana diri sendiri adan 

mengeksploitasi. kerja kkeras orang lain. 
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2) Dapat amenimbulkan mentalitas apemboros, malas abekerja, 

penimbunan aharta tanpa akerja keras, abagaikan benalu yang 

tumbuh di aatas jerih payah aorang lain. Islam asangat menghargaia 

kerja akeras dan amenghormati aorang yang amenjadikan apekerjaan 

sebagai amata pencaharian. 

3) Riba> amerupakan salah asatu cara amenjajah. Karena itu aorang 

berkata: Penjajah berjalana di belakang pedaganga dan pendeta.
74

 

b. Hikmah Riba> Ba’i (jua beli/tukar menukar) Diharamkan 

Menurut Abdullah bin Muhammada At-Thayyar et al, hikmah 

diharamkannyaa riba> adalah: 

1) Riba> amerupakan .penyebab permusuhan. antar. Muslim. dan 

menghilangkan. semangat. tolongi amenolong di antara manusia. 

2) Dengan riba>, apara pemodal adengan mudah amendatangkan 

keuntungana yang amenyebabkan diaa malas auntuk bekerja adan 

enggana berkaryai menciptakana lapangan pekerjaana yang 

bermanfaata bagi amasyarkat dan bangsa, aseperti berbisnis dia 

bidanga iperdagangan, ipertanian, aproduksi dan lain isebagainya. 

3) Riba> dapat amenimbulkan kesenjangana sosial, orang ayang miskina 

akan asemakin imiskin, adan orang yang akaya semakin kaya.
75

 

5. Maqasid (tujuan) Pelarangan Riba> 

.Pertama, uang atidak boleh menjadi komoditasa yang 

diperjualbelikana sehingga uang tidak melahirkana uang tetapi uanga 
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sesuai adengan fungsinyaa menjadi alat tukara dalam sirkulasi abarang 

dan jasa.
76

 aUang adalah alat atukar, yakni pertukaran suatua barang 

dengan barang lainnya dilakukan dengan perantara uang. Uang adalah 

untuk memudahkan pertukaran, tindakan memudahkan ini tidak 

menyebabkan bertambahnya barang.
77

 

Kedua, karena dalam riba> qard}, al ghummu (untung)s muncul 

tanpa aadanya aal ghurmu (resiko), hasil usaha (al kharaj) muncula 

adanyaa biaya (dhaman), al aghummu dan al akharaj muncul ahanya 

dengan aberjalannya awaktu.
78

 Pada dasarnya adalam bisnisa ada 

kemungkinana untung dan arugi. Memastikana sesuatu di aluar 

wewenanga manusia adalah suatua kedzaliman.
79

 

Ketiga, riba> ajahiliyah dilarang karena aadanya pelanggaran 

kaidah 'kullu aqardhin jara manfa'atan afahua riba>' (setiap apinjaman 

yang amemberikan amanfaat kepada kreditor aadalah riba>).
80

 aPinjaman 

yang amendatangkan keuntungan, apara ulama memiliki aperbedaan 

pendapat adiantaranya adalah:  

Madzhab Hanafi yang amenyatakan abahwa qard} yang 

mendatangkana keuntungana hukumnyaa haram, jika keuntungana 

tersebut disepakatii sebelumnyai.  
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 Adi Warman. A. Karim. & Oni Sahroni, ,Riba Gharar dan ,Kaidah-kaidah iEkonomi Syariah, 
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Madzhab Maliki menyampaikan bahwa tidak adiperbolehkan 

mengambil manfaata dari iharta amuqtarid}, seperti. menaikia 

untanyai dan makana di rumah karenai hutanga tersebuti dan bukana 

karena penghormatana atau isemisalnya.  

Madzhab Syafi’i dan iHanabilah menyatakan abahwa qard} yang 

mendatangkana keuntungani tidak adiperbolehkan, sepertii 

mengangkata seribui dinari dengana syarat irumah iorang itersebut 

dijuali ikepadanya.
81

 

iKeempat, mencegahi para rentenir berbuati dzalim kepadai 

penerimai pinjaman, ipraktik riba> iberarti pemberi ipinjaman 

mengeksploitasii penerima pinjamani dengan meminta bungai atas 

pinjamani yang idiberikan.
82

 

Memberii pinjaman adalahi transaksi kebaikani (tabarru), 

sedangkan memintai kompensasi adalah transaksii bisnis (muawadah). 

Jadi, transaksi yang isemula diniatkan sebagai itransaksi kebaikan itidak 

bolehi diubah menjadii transaksi bermotifi bisnis.
83

 Seperti memintai 

bunga atas ipinjaman yang idiberikan sebagai ikeuntungan baginya. 
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BAB III 

‚PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA 

(BUMDes) DI DESA BRUDU KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN 

JOMBANG‛ 

 

A. Letak Geografisi Desa  

Desa Brudu merupakani salah satu desa yang terdiri dari 5 dusun yang 

berada di kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nama-nama dusun 

tersebut adalah sebagai berkut: 

1. Dusun Jeblok 

2. Dusun Brudu 

3. Dusun Kedung Urip 

4. Dusun Sukorejo  

5. Dusun Plosorejo 

 Dengan batasan wilayah sebagai berikut:
84

 

a. Sebelah Utara .berbatasan .dengan .Desa Mlaras 

b. Sebelah Timur .berbatasan .dengan .Desa Plemahan 

c. Sebelah Selatan. berbatasan .dengan .Desa Jogoloyo  

d. Sebelah Barat .berbatasan dengan .Desa Badas 

Letak Desa Brudu sisi Barat berbatasan dengan Desa Badas yang di 

batasi dengan persawahan, sedangkan dari Timur berbatasan dengan Desa 
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 Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-2. 
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Plemahan. Dari Selatan berbatasan dengan Desa Palrejo yang dibatasi dengan 

persawahan. Dan dari sisi Utara di batasi dengan Desa Mlaras dan di batasi 

oleh persawahan.  

Jarak Desa Brudu ke Ibu Kota Kecamatan ± 3 km, yang dapat di 

tempuh dengan kendaraan ¼ jam. .Sedangkan ,jarak antara .Desa Brudu ke 

.Ibu .Kota Kabupaten yakni ±  15 Km, .yang bisa ditempuh .dengan kedaraan 

± ½ jam. Sedangkan Desa Brudu jika di ukur dari permukaan laut, maka Desa 

Brudu tersebut berada pada ketinggian 44 mdl. Luas wilayah /Desa Brudu ± 

2.402.680 Ha. Desa Brudu memiliki 5 dusun, 24 Rukun Tetangga (RT), dan 7 

Rukun Warga (Rw).  

 

B. Kependudukan, Ekonomi, Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan 

Berikut merupakan uraian dari sisi kependudukan, ekonomi, 

pendidikan, agama, dan kebudayaan di Desa Brudu Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang:  

1. Data Kependudukan 

Desa Brudu jika dilihat dari segi kependudukan, jumlah penduduknya 

mencapai ± 5.257 orang dengan rincian sebagai berikut:
85

 

Tabel 3 . 1 Data Penduduk Desa Brudu 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2.577 Orang 

2 Perempuan 2.680 Orang 

3 Warga Negara Asing  - 

Jumlah 5.257 Orang 
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 Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-3. 
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Berdasarkan data di atas, maka penduduk Desa Brudu Kecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang jumlah laki-laki lebih banyak di banding 

dengan jumlah perempuan dan mayoritas adalah suku jawa. Dari sekian 

banyak jumlah penduduk di Desa Brudu ini hanya ada 1.645 kepala 

keluarga (KK). 

Jika dilihat dari segi jumlah kependudukan, penduduk di wilayah 

Desa Brudu unggul peringkat ke-3 dari 21 Desa. Apabila jumlah penduduk 

yang besar dapat dibina, diarahkan, dan dididik menjadi penduduk yang 

mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka wilayah Desa 

Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang mempunyai potensi 

jumlah penduduk yang besar dan berkualitas untuk menghidupkan sektor 

ekonomi dan sektor lainnya. 

2. Bidang Ekonomi 

Kondisi perekonomian di  Desa Brudu sangat bervariasi jika dilihat 

dari beberapa bidang, antara lain bidang pertanian, bidang perternakan dan 

bidang perkebunan. Di sisi lain juga ada bidang jasa, perdagangan dan 

industri. Di bidang jasa misalnya ada penduduk yang bekerja sebagai sopir, 

di bidang perdagangan ada yang menjual baju dan lainnya dan di bidang 

industri ada yang memiliki usaha pembuatan tahu, tempe, dan krupuk. 

Dengan kondisi alam yang subur, membuat tekat dan semangat para 

penduduk Desa Brudu untuk menggarap lahan sawah yang ada, terbukti 

dengan adanya lahan yang tekstur tanhanya subur membuat para pelaku 

bidang pertanian bisa menikmati hasil dari apa yang mereka tanam. Untuk 
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lebih jelasnya, mata pencaharian penduduk  Desa Brudu beraneka ragam  

dengan keterangan sebagai berikut:
86

 

Tabel 3 . 2 Mata pencaharian penduduk Desa Brudu 

 

 

3. Sarana Pendidikan 

Saranai pendidikani merupakani saranai yang sangati pentingi di 

setiap daerah. Hal ini merupakan usaha menghindar dari rendahnya ilmu 

pengetahuan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini 

dilakukan agar generasi bangsa yang berada di Desa Brudu bisa mengikuti 

perkembangan zaman dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat. Oleh karena 

itu, dibangunlah sarana pendiidkan agar mereka berkesempatan belajar 
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 Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-4. 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Petani 397 Orang 

3 Buruh Tani 436 Orang 

5 Pegawai Negeri Sipil 16 Orang 

6 Pedagang barang Kelontong 246 Orang 

7 TNI/Polri 4 Orang 

8 Perawat swasta 2 orang 

9 Bidan swasta 2 Orang 

10 Guru swasta 43 Orang 

12 Wiraswasta 598 Orang  

13 Dosen swasta 5 Orang 
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sejak dini baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Karena 

keduanya sama-sama penting. 

Sarana pendidikan formal atau non formal  yang ada di Desa Brudu 

terhitung mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar 

(SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK).
87

 

Tabel 3 . 3 Data Pendidikan Desa Brudu 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 SMK  1 Lembaga 

2 TK/RA 3 Lembaga 

3 SD /MI 2 Lembag 

4 MTs 1 Lembaga 

5 Taman Pendidikan Alquran 6 Lembaga 

Jumlah 13 Lembaga 

 

Dari data tersebut di atas dengan jumlah penduduk ±  5.257 maka 

penulis meranggap bahwa  sarana pendidikan yang ada di Desa Brudu 

cukup untuk memenuhi suatu pendidikan yang ada di desa tersebut. Sarana-

sarana tersebut dapat memberikan manfaat dalam hal sumber daya 

manusia, dalam hal berfikir sosial dan lainnya, sehingga dengan adanya 

pendidikan atau lembaga pendidikan yang sangat banyak bisa memberikan 

manfaat dalam segala hal. 
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 Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-4. 
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4. Bidang Keagamaan 

Dari jumlah penduduk Desa Brudu yang berjumlah ± 5.257 orang, 

agama yang dianut dan dipeluk oleh penduduk Desa Brudu yakni agama 

Islam. Oleh karena itu, terdapat beberapa tempat ibadah, antara lain 

adalah:
88

 

Tabel 3 . 4 Sarana Peribadatan Desa Brudu 

No Sarana Pendidkan Jumlah 

1 Masjid 7 Buah 

2 Musholah 18 Buah 

Jumlah 25 Buah 

  

Dilihat dari jumlah sarana peribadatan di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa masyarakat Desa Brudu yang mayoritas memeluk agama Islam 

selalu menjalankan rutinitas ibadah terutama yang wajib seperti sholat, 

puasa, dan lainnya. 

Selain itu, yang menjadi bukti bahwa penduduk Desa Brudu benar-

benar aktif dalam kegiatan keagamaan yaitu ada beberapa kegiatan rutin 

yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya di Dusun 

Jeblok dalam satu minggu ada lima kegiatan yang dilakukan, seperti: 

a.  Pada hari selasa malam ada kegiatan tahlil dan yasinan rutin ibu-ibu 

yang dilakukan di rumah penduduk yang menjadi anggota secara 

bergiliran. 

b. Pada hari rabu malam ada kegiatan dibaiyah rutin remaja laki-laki, yang 

diadakan di mushollah dan masjid di dusun-dusun secara bergiliran. 
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 Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-5. 
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c. Hari jumat malam ada kegiatan rutin dibaiyah remaja putri dan ibu-ibu 

yang diadakan di rumah penduduk yang menjadi anggota secara 

bergiliran.  

d. Pada hari minggu pagi sampai siang ada kegiatan rutin khotmil Quran 

oleh ibu-ibu setiap 2 minggu satu kali yang dilakukan di rumah 

penduduk yang menjadi anggota secara bergiliran. 

e. Pada hari minggu malam ada kegiatan rutin istighotsah oleh ibu-ibu 

yang dilakukan di rumah penduduk yang menjadi anggota secara 

bergiliran.
89

 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Brudu 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang telah mencerminkan perilaku 

yang mulia sesuai dengan keagamaan Islam hal, ini terlihat dari sikap 

mereka dalam melasanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas. 

5. Bidang kebudayaan dan kesenian. 

Kebudayaan merupakan sistemi nilai dan gagasan utamai yang 

dihayatii benar-benar oleh para pendukungi kebudayaan yang 

ibersangkutan dalam ikurun waktu tertentu, isehingga mendominasi 

seluruh ikehidupan dalam arti mengarahkan itingkah laku dalam ikehidupan 

masyarakat. 

Seperti halnya rutinitas pembacaan dibaiyah, tahlil, yasinan oleh 

masyarakat Desa Brudu. Hal ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan 
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 H.Maulan, Wawancara Takmir Masjid Dusun Jeblok, Jombang, 18 Februari 2019. 
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mereka. Selain itu, ada permainan al-Banjari dan kesenian beladiri seperti 

kerasakti dan lainnya yang menjadi seni di Desa Brudu. 

Hal ini menunjukan bahwa budaya Islam telah lama berada di Desa 

Brudu sehingga perilaku sehari-hari dari masyarakat di wilayah Desa Brudu 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dapat dikatakan sesuai dengan 

syariah Islam. 

C. Struktur Pemerintahan 

Desa Brudu merupakani bagian kecili dari wilayah Indonesiai tengah 

yang beradai di Provinsi Jawa Timur, dan juga memilikii pemerintahan yang 

sudah terstruktur di antaranya yaitu: 

a. Satu Orang Kepala Desa  : Syamsi 

b. Satu Orang Sekretaris Desa : Chusnul Wachidah SE 

c. Tiga Orang Kepala Sie 

d. Tiga Orang Kepala Urusan  

e. Tiga Orang Kepala Dusun  

f. Sembilan BPD, Yang meliputi: 

1) Satu Orang ketuai 

2) Satu Orang Wakili 

3) Satu Orang sekretarisi 

4) Satu Orang Wakil sekretaris, dan 

5) 6 Orang anggotanya 
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D. Struktur Pengorganisasian BUMDes 

Demi keberlangsuangan dan kelancaran dalam melaksanakan program-

program yang dijalankan oleh lembaga BUMDes, maka perlu dibentuk 

struktur pengorganisasian yakni sebagai berikut: 

a. Pimpinan/direktur : Isa Amrulloh 

b. Sekretaris   : Khoirur Rozikin 

c. Bendahara  : Hamidah 

d. Pengawas   : Iswanto 

e. Badan Pengawas : H. Hadi Syaifuddin 

 

E. Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa 

Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 

1. Latar belakang dan tujuan adanya praktik hutang piutang pada BUMDes 

Hutang piutang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal ini 

disebabkan kerena adanya suatu kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi 

sehingga mendorong mayarakat untuk melakukan hutang. Seperti halnya di 

Desa Brudu, banyak masyarakat yang kekurangan dana mereka sukar untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka terdorong untuk 

melakukan hutang. 

Di Desa Brudu didirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

olehi pemerintah desai yang kepemilikan modali dan pengelolaannya 

dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Lembaga BUMDes 

didirikan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat desa, yang dituntut 

untuk menjalankani fungsi ekonomii sosial dan tidak mengejar keuntungani 
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sematai tetapi jugai tidaki bolehi merugii agari usahai BUMDes idapat 

.berkelanjutan. 

Pada dasarnya BUMDes di Desa Brudu hanya menyediakan simpan 

pinjam untuk permodalan usaha atau produksi, akan tetapi karena banyak 

masyarakat desa yang pengangguran ataupun gaji yang mereka dapat 

kurang memenuhi kebutuhan. Maka, pemerintah desa beserta perangkatnya 

berinisiatif untuk membatu mereka dengan cara memberikan jasa hutang 

piutang konsumtif dengan menarik tambahan pembayaran sebesar 1,5 % 

perbulan sebagai uang jasa. Tambahan ini juga berlaku bagi peminjam 

produktif. 

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta atau 

nasabah BUMDes diantaranya yaitu: 

a. Mengisi formulir permohonan pinjaman 

b. Menyetorkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) 

c. Membawa materai 6000 

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam BUMDes tersebut 

merupakan ketentuan yang telah lama diberlakukan, yakni sejak BUMDes 

ini beroperasi. Dengan kata lain, seperti syarat-syarat dan tambahan yang 

ada pada BUMDes tersebut merupakan sesuatu yang wajar ada dan biasa 

diberlakukan oleh pihak BUMDes bagi nasabahnya dari kepemipinan 

pertama hingga kepemimpinan yang ke-2 ini. Selain itu, ada juga ketentuan 

bagi nasabah dan para staf BUMDes yakni menghadiri musyawarah desa, 
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kegiatannya yaitu penyampaian laporan pertanggung jawaban BUMDes 

‚Artha Mas‛ yang dilakukan tiap tanggal 26. 

Ketentuan menghadiri musyawarah desa selain penyampaian laporan 

agar  terjalin kepercayaan antara staf BUMDes dengan nasabah, yakni 

sebagai ajang pengingat bagi nasabah agar tidak lupa mengangsur 

pinjamannya supaya tidak terjadi kredit macet lagi demi keberlangsungan 

hidup lembaga. Selain itu juga, kegiatan ini dapat mempererat jalinan tali 

silaturrahmi antar para pihak maupun antar masyarakat dusun. Karena 

nasabah pada BUMDes tersebut terdiri dari beberapa dusun, diantaranya 

yaitu dusun Jeblok, Brudu, Kedung Urip, Sukorejo, dan Plosorejo. 

Beberapa dusun ini merupakan satu lingkup desa, yakni Desa Brudu.
90

 

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Brudu dikenal 

dengan sebutan BUMDes ‚Artha Mas‛, BUMDes ini berdiri di Desa Brudu 

sejak tanggal 6 Maret 2015.
91

 Di tahun pertama, BUMDes dipegang atau 

dipimpin oleh Ibu Chusnul Wahidah. Kepemimpinan ini berjalan hingga 

tahun 2016 dengan nasabah yang berjumlah ± 90 orang. Pada tahun 

berikutnya, BUMDes dipimpin oleh Bapak Isa Amrulloh, kepemimpinan 

tersebut berjalan hingga sampai saat ini dengan jumlah nasabah ± 160 

orang. Modal awal BUMDes merupakan dana hibah dari pemerintah yang 

berjumlah ± Rp.100.000.000,00.  

 

                                                             
90

 Hamidah, Wawancara Bendahara BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019. 
91

 Profil Badan Usaha Milik Desa ‚Artha Mas‛ Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. 

Lembar ke-2. 
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2. Pelaksanaan Hutang Piutang Pada BUMDes 

Dalam pelaksanaan hutang piutang pada BUMDes sangat mudah, 

nasabah tidak dipersulit dengan persyaratan maupun pelayanannya, selain 

itu juga tidak ada agunan atau barang jaminan yang harus diberikan oleh 

nasabah kepada pihak BUMDes. Hal ini tidak seperti proses ketika 

melakukan pinjaman di lembaga atau bank lain. Uang jasa sebesar 1,5 % 

perbulan dalam kurun waktu 10 bulan dirasa tidak berat bagi nasabah, 

mereka menganggap lumrah, karena pada dasarnya pinjaman tersebut tidak 

terlalu dibutuhkan.
92

 

Mayoritas nasabah yang hutang di BUMDes adalah kaum ibu-ibu, 

rata-rata mereka pekerjaannya hanya mengurus rumah dan anak. 

Penghasilan yang mereka dapat hanya melalui pekerjaan yang dilakukan 

oleh suaminya saja, salah satunya yaitu nasabah yang bernama Ibu 

Istiqomah, ibu ini kegiatan sehari-harinya hanya mengurus rumah dan anak, 

mengatar anaknya ke sekolah dan tidak ada pekerjaan sampingan, 

sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang pekerja bangunan. Artinya, 

mereka merasa cukup atas yang mereka dapat. Namun, untuk 

mengantisipasi keadaan maka mereka putuskan untuk meminjam di 

BUMDes.  

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa nasabah beranggapan 

bahwa tambahan sebesar 1,5 % perbulan itu tidak terlalu besar dan tidak 

memberatkan bagi mereka. Artinya, nasabah menerima, menyetujui, dan 
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 Istiqomah, Wawancara Nasabah BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019. 
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sepakat atas tambahan yang diminta oleh pihak BUMDes. Dengan kata 

lain, nasabah mampu dan mau membayar atau mengangsur hutangnya 

tersebut kepada pihak BUMDes sebesar RP.115.000/bulan. 

Namun, ada juga nasabah yang sebenarnya keberatan dengan 

tambahan sebesar 1,5 % perbulan. Hal ini karena ada beberapa nasabah 

yang lebih paham dan lebih berpengalaman melakukan hutang di lembaga 

atau bank, mereka menganggap bahwa tambahan yang diminta atau ditarik 

oleh lembaga atau bank lain lebih ringan namun ada kendala pada akses 

jalan. Mereka atau masyarakat cenderung malas berkendara jauh-jauh ke 

kota hanya untuk melakukan transaksi hutang piutang, pada akhirnya 

mereka memutuskan untuk meminjam di BUMDes, selain akses jalannya 

dekat pelayanannya juga tidak terlalu rumit. 

Dalam pelaksanaan dan operasional BUMDes ini juga ada beberapa 

kendala yang dirasakan oleh pihak BUMDes, yakni mereka merasakan 

adanya kredit macet oleh nasabah BUMDes. Pihak BUMDes beranggapan 

bahwa kredit macet ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat hal ini 

dikarenakan tanpa adanya jaminan dari nasabah untuk pihak BUMDes.
93

 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ketika membaca profil 

BUMDes yang tertulis pada tahun 2016 tercatat bahwa pembagian hasil 

usaha BUMDes selain yang penulis uraikan di atas ada juga pembagian 

lain, diantaranya yakni: 

a. Pembagian untuk Penasihat 
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 Hamidah, Wawancara Bendahara BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019. 
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b. Untuk Badan Pengawas 

c. Pendidikan dan Sosial  

Dengan kata lain, memang benar bahwa hasil usaha yang diperoleh 

BUMDes melalui tambahan-tambahan yang diberikan oleh nasabah kepada 

merupakan upaya mereka agar lembaga tetap berlangsung dan dapat 

beroperasi seperti biasa sehingga masyarakat Desa Brudu yang 

membutuhkan dana, yang ingin menjadi nasabah BUMDes tidak kesulitan 

dan tidak perlu jauh-jauh mencari pinjaman ke kota maupun ke tetangga.
94

  

Dari lima Dusun dalam satu lingkup Desa Brudu, peserta atau 

nasabah BUMDes berjumlah ± 160  orang, baik nasabah hutang produktif 

maupun nasabah hutang konsumtif. Yang menjadi nasabah dalam transaksi 

hutang piutang ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga ada beberapa 

staf atau perangkat desa seperti kepala dusun, kaur, dan beberapa staf 

lainnya. Batas minimum dan maksimum hutang yakni Rp.1.000.000,00 

hingga Rp.5.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian hutangnya 

yaitu 10 bulan.  

Misalnya, Nasabah atas nama Istiqomah asal Dusun Jeblok 

meminjam sebesar Rp.1.000.000,00 maka bu istiqomah setiap bulannya 

harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.150.000,00. Hal ini diperoleh 

dari perhitungan Rp.1.000.000,00 × 1,5 = Rp.1.500.000,00 ÷ 100 = 

Rp.15.000,00 × 10 bulan = Rp.150.000,00. Kemudian Rp.1.000.000,00 + 

Rp.150.000,00 = Rp.1.150.000,00 ÷ 10 bulan = Rp.115.000,00, dengan 
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 Isa Amrulloh, Wawancara Pimpinan BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019. 
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rincian Rp.100.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan 

sedangkan Rp.15.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa 

yang diterima BUMDes yakni Rp.15.000,00 × 10 = Rp.150.000,00.
95

  

Nasabah atas nama Djumali asal Dusun Sukorejo meminjam sebesar 

Rp.2.000.000,00 maka pak Djumali setiap bulannya harus mengangsur 

pinjamannya sebesar Rp.230.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan 

Rp.2.000.000,00 × 1,5 = Rp.3.000.000,00 ÷ 100 = Rp.30.000,00 × 10 bulan 

= Rp.300.000,00. Kemudian Rp.2.000.000,00 + Rp.300.000,00 = 

Rp.2.300.000,00 ÷ 10 bulan = Rp.230.000,00, dengan rincian 

Rp.200.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan 

Rp.30.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima 

BUMDes yakni Rp.30.000,00 × 10 = Rp.300.000,00. 

Nasabah atas nama Surat asal Dusun Sukorejo meminjam sebesar 

Rp.3.000.000,00 maka pak Surat setiap bulannya harus mengangsur 

pinjamannya sebesar Rp.360.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan 

Rp.3.000.000,00 × 1,5 = Rp.4.500.000,00 ÷ 100 = Rp.45.000,00 × 10 bulan 

= Rp.450.000,00. Kemudian Rp.3.000.000,00 + Rp.450.000,00 = 

Rp.3.450.000,00 ÷ 10 bulan = Rp.345.000,00, dengan rincian 

Rp.300.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan 

Rp.45.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima 

BUMDes yakni Rp.45.000,00 × 10 = Rp.450.000,00. 
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Nasabah atas nama Pegi asal Dusun Kedung Urip meminjam sebesar 

Rp.4.000.000,00 maka pak Pegi setiap bulannya harus mengangsur 

pinjamannya sebesar Rp.460.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan 

Rp.4.000.000,00 × 1,5 = Rp.6.000.000,00 ÷ 100 = Rp.60.000,00 × 10 bulan 

= Rp.600.000,00. Kemudian Rp.4.000.000,00 + Rp.600.000,00 = 

Rp.4.600.000,00 ÷ 10 bulan = Rp.460.000,00, dengan rincian 

Rp.400.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan 

Rp.60.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima 

BUMDes yakni Rp.60.000,00 × 10 = Rp.600.000,00. 

Nasabah atas nama Sri Utami asal Dusun Jeblok meminjam sebesar 

Rp.5.000.000,00 maka pak Surat setiap bulannya harus mengangsur 

pinjamannya sebesar Rp.575.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan 

Rp.5.000.000,00 × 1,5 = Rp.7.500.000,00 ÷ 100 = Rp.75.000,00 × 10 bulan 

= Rp.750.000,00. Kemudian Rp.5.000.000,00 + Rp.750.000,00 = 

Rp.5.750.000,00 ÷ 10 bulan = Rp.575.000,00, dengan rincian 

Rp.500.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan 

Rp.75.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima 

BUMDes yakni Rp.75.000,00 × 10 = Rp.750.000,00. 

Sedangkan cara pengembaliannya yaitu nasabah datang ke Balai 

Desa, mendatangi staf BUMDes dengan tujuan mlengangsur pinjaman 

beserta tambahannya. Hal ini dilakukan selama 10 bulan setiap bulannya 

dilakukan pada tanggal 20. Apabila ada nasabah yang tidak dapat 

melakukan angsuran pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak 
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BUMDes memberikan keringanan bagi mereka yakni dispensasi atau 

kelonggaran waktu selama lima hari. Hal ini dilakukan sesuai prinsip awal 

mereka, yakni menjunjung tinggi nilai kepercayaan pada setiap pihak yang 

berkepentingan.  

3. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi hutang piutang pada BUMDes 

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan suatu 

dampak, baik dampak positif maupun negatif apalagi sesuatu yang 

berhubungan dengan materi atau uang sebagai alat tukar untuk kemudian 

digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, seperti yang terjadi di Desa 

Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang terdapat transaksi hutang 

piutang antara masyarakat Desa dengan suatu lembaga yang ada di Desa 

Brudu yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan transaksi 

diantara kedua belah pihak ini akan menimbulkan suatu dampak negatif, 

karena pelaksanaan transaksi ini mengandung sesuatu yang diharamkan 

oleh Allah Swt yakni adaya unsur riba> maka dalam hal ini tidak ada 

dampak positif. 

Adapun dampak negatif yang terjadi akibat adanya transaksi hutang 

piutang pada BUMDes bagi nasabah atau masyarakat Desa Brudu tersebut 

yakni ada beberapa nasabah dan masyarakat Desa Brudu yang sedikit 

keberatan dengan prosentase tambahan yang disyaratkan oleh pihak 

BUMDes. Hal ini menyebabkan adanya suatu keganjalan dari para nasabah, 

mereka beranggapan bahwa ‘hutang di desa sendiri masa prosentasenya 

mahal kayak di lembaga atau bank di luar sana’ . Namun, nasabah tetap 
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menerima dan mengikhlaskan hal tersebut disamping mereka terdesak 

untuk mendapatkan dana secara cepat juga mereka menganggap tambahan 

sejumlah 1,5 % perbulan itu sebagai ungkapan tanda terimakasih mereka 

kepada pihak BUMDes karena telah membantu. 

Adapun dampak negatif yang diterima oleh pihak BUMDes yakni 

terkadang pihak BUMDes sulit mencairkan dana bagi nasabah, hal ini 

karena adanya kredit macet oleh nasabah. Sehingga lembaga BUMDes 

terancam keberlansungan hidupnya. Hal ini dapat dihindari apabila nasabah 

memiliki insiatif dan keinginan untuk mengangsur hutangnya sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG 

PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BRUDU 

KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG 

 

A. Analisis Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 

Hutang piutang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti 

halnya di Desa Brudu setelah masyarakat mengetahui bahwa di desa tersedia 

lembaga BUMDes yang memberikan sarana hutang piutang bagi masyarakat 

yang membutuhkan mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan 

untuk meminjam dana baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun 

kebutuhan konsumtif. 

Pada dasarnya hutang piutang merupakan kegiatan muamalah yang 

bertujuan untuk tolong menolong, seperti pada akad tabarru yang merupakan 

akad yang ditujukan untuk menolong sesama tanpa meminta suatu imbalan 

apapun. Di Desa Brudu mayoritas masyarakatnya beragama Islam, artinya 

mereka semua tergolong sesama muslim yang diseru agar saling tolong 

menolong dalam hal kebaikan. Hali ini sesuaii dengan surati al-Ma>idah : 2: 

التػَّق وىلِعىلىىِتػىعىاكىنيواكىِ... تػىعىاكىنيواعىلىى^البًرِّكى افًِِالًإث مًِِكىلى كى ...كالعيد   
Artinya : ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran...
96
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 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf 

Alquran Departemen Agama RI, 200. 
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Hutang piutang dalam Islam merupakan suatu akad sosial bukan akad 

komersial, maksudnya apabila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh 

disyaratkan untuk memberikan tambahan atau imbalan atas pokok 

pinjmannya. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw. yang mengatakan 

bahwa riba> itu haram dan para ulama sepakat bahwa riba> itu haram. Oleh 

kerena itu, dalam perbankan syariah pnjaman disebut dengan pembiayaan 

(financing) bukan kredit.
97

 

Dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Brudu terdapat 

unsur meminta imbalan atau tambahan pada waktu pengembalian hutang. 

Maka hal ini tidak sesuai dengan konsep hutang piutang yang telah diuraikan 

di atas, selain itu juga tidak sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-

Baqarah : 278 – 279, yang artinya: 

‚Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman‛. (278) ‚Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-

Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya‛. (279)
98

 

 

Sebagaimanai yang telahi dijelaskan dalam pembahasani sebelumnya, 

yang melatarbelakangii praktik hutang piutangi di Desa Brudu iKecamatan 

Sumobito Kabupaten Jombang diantaranya yaitu adanya sarana simpan 

pinjam yang disediakan oleh pemerintah desa berupa lembaga BUMDes dan 

                                                             
97 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke praktik, 170. 
98 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf 

Alquran Departemen Agama RI, 87. 
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adanya kebutuhan yang mendesak sehingga mendorong masyarakat untuk 

meminjam. 

Setiap lembaga atau badan tentu memiliki aturan yang berbeda-beda 

dan bersifat mengikat bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dengan 

lembaga terkait. Seperti halnya pada lembaga BUMDes, lembaga tersebut 

memiliki aturan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan misalnya 

aturan bagi nasabah BUMDes yang ingin melakukan simpan pinjam ataupun 

hutang piutang seperti syarat-syarat pengajuan peminjaman.  

Masyarakat Desa Brudu merasa bahwa keberadaan lembaga BUMDes 

ini sangat membantu, persyaratan pengajuan peminjaman juga mudah tidak 

seperti persyaratan ketika mengajukan peminjaman di bank ataupun lembaga 

di luar sana, selain itu juga dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa jauh-jauh 

ke kota karena pelayanan lembaga BUMDes berada di Balai Desa atau Kantor 

Desa
99

, karena BUMDes merupakan lembaga yang baru berdiri di Desa Brudu 

jadi untuk sementara ini lembaga BUMDes belum memiliki kantor ataupun 

tempat tersendiri. 

Praktik hutang piutang yang terjadi pada BUMDes yakni masyarakat 

yang ingin menjadi nasabah BUMDes datang ke Balai Desa menemui staf 

BUMDes lebih tepatnya kepada pimpinan BUMDes untuk melakukan 

pengajuan peminjaman kemudian pimpinan BUMDes ataupun staf lainnya 

membacakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian kedua 

belah pihak (pimpinan BUMDes dan nasabah) membuat perjanjian yang berisi 

                                                             
99

 Sutikno, Wawancara Nasabah BUMDes dan Selaku Kasun Sukorejo, Jombang, 27 Februari 
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bahwa ketika nasabah mengembalikan pinjamannya maka diharapkan 

mengembalikan pinjaman tersebut beserta tambahannya yang telah disepakati 

di awal perjanjian.
100

 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa akad qard} atau hutang piutang 

dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut: 

a. Muqrid} (pemilik barang/yang memberikan pinjaman), syarat menjadi 

seorang muqrid} yaitu cakap hukum dan mampu memanfaatkan hartanya 

dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan cakap hukum artinya 

berakal (tidak gila), baligh (sudah dewasa), dan tidak boros (menghambur-

hamburkan harta, sehingga hartanya mubadzir).  

b. Muqtarid} (yang mendapat barang atau pinjaman), syarat menjadi seorang 

muqtarid} hampir sama dengan yang disyaratkan pada seorang muqrid} yaitu 

ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalah dan cakap hukum 

seperti berakal, baligh dan tidak boros. 

c. Ijab kabul (sighat), akad qard} tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat 

dipandang sah kecualii dengan ijab dan ikabul, seperti halnyai dalam jual 

beli. Ijab Kabul bisai dengan menggunakani ilafal yang mengandung arti 

kepemilikan. Contohnya : ‚Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan 

ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya‛.
101

 

d. Qard}, atau barang yang dipinjamkan harus ibarang yang memiliki manfaat, 

tidak sah apabila tidak ada kemungkinani pemanfaatan, ikarena qard} adalah 
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akad iterhadap harta.
102

 iMenurut jumhur ulama iyang terdiri atas 

Malikiyah, iSyafiiyah, dan Hanabilah, iyang menjadi objek dalam qard} 

sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar 

(makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang 

tidak ada persamaannya di pasaran), iseperti ihewan, ibarang-barang 

dagangan, dan barang yang dihitungi.  

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam akad qard} pada BUMDes 

yakni pimpinan BUMDes berperan sebagai pemberi pinjaman sedangkan 

masyarakat Desa Brudu yang tentunya menjadi nasabah BUMDes berperan 

sebagai peminjam. Selain itu, ada juga ijab kabul dalam tahap ini kedua belah 

pihak bersepakat membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ada. Kesepakatan ini dilakukan dengan lisan dan tulisan namun tanpa adanya 

saksi, kedua belah pihak diharapkan dapat memegang teguh prinsip saling 

percaya. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah : 282: 

ا تيبيوهيِِيىاِأىيػُّهى ِميسىمِّىِفىاك  لو ِإًلىىِأىجى ي نو ايػىن تيم ِبًدى ِآمىنيواِإًذىاِتىدى ...ِالَّذًينى  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya...
103

 

 

Surah di atas menjelaskan tentang betapa pentingnya membuat 

kesepakatan atau perjanjian tertulis meskipun telah dibangun sebuah 

kepercayaan yang kuat antara para pihak. Namun, takdir Allah tidak ada 
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103
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yang tahu maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan di 

waktu yang akan datang lebih baik perjanjian dapat ditulis atau dicatat. 

Pada umumnya, masyarakat Desa Brudu tergolong ekonomi tingkat 

menengah ke bawah. Penghasilan mereka dapat dikatakan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dengan adanya sarana 

BUMDes ini mereka merasa terbantu dan lebih meringankan beban untuk 

memenuhi kebutuhan meskipun dalam transaksi hutang piutang tersebut 

diminta tambahan oleh pihak BUMDes. Namun, mereka tidak merasa 

terbebani oleh tambahan tersebut, karena mereka sudah biasa mengetahui 

tambahan-tambahan tersebut dalam setiap hutang piutang pada suatu 

lembaga. Selain itu, mereka tidak merasa terbebani karena tambahan yang 

diminta tidak seberapa besar, mereka menganggap bahwa tambahan tersebut 

semata-mata sebagai sedekah mereka kepada staf BUMDes yang telah 

membatu mereka. 

Artinya, tambahan tersebut mereka anggap sebagai ungkapan tanda 

terimakasih dan atas dasar kerelaan tanpa adanya suatu paksaan. Selain itu, 

tambahan ini juga sudah disepakati di awal perjanjian. Jadi dalam adat 

kebiasaan yang ada di Desa Brudu, apabila pihak BUMDes meminta 

tambahan atas pinjaman nasabah maka tidak dilarang, karena pada dasarnya 

pinjaman tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban 

masyarakat, selain itu masyarakat yang menjadi nasabah BUMDes 

sebenarnya dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga 

mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu atau kaya seperti 
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yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, nasabah BUMDes ada 

baiknya jika memiliki inisiatif dan keinginan untuk memberikan tambahan 

sebagai ungkapan terimakasih atas pinjaman yang telah diberikan oleh 

BUMDes. Akan tetapi hal ini bukan berarti merupakan suatu anjuran bagi 

pihak BUMDes untuk menarik tambahan pembayaran hutang, pihak 

BUMDes dapat memberikan akad selain hutang piutang misalnya kerjasama 

dalam suatu bidang tertentu. 

  

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 

Sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Brudu yang 

khusunya menjadi nasabah pada BUMDes yang melakukan transaksi hutang 

piutang dengan tambahan, bahwa ransaksi yang terjadi di Desa Brudu dapat 

dikatakan tidak sesuai dengan konsep nilai tolong menolong, karena terdapat 

unsur mencari keuntungan dalam transaksi hutang piutang, hal ini juga tidak 

sesuai dengan konsep akad qard} apabila dalam transaksi tersebut 

mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak, dalam hal ini yang mendapat 

manfaatnya yaitu pihak BUMDes berupa tambahan dari pihak nasabah ketika 

pembayaran hutang, namun hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak di 

awal perjanjian. 

Dalam praktiknya, dengan prosentase tambahan sebesar 1,5 % 

perbulan dan jangka waktu pengembalian hutang 10 bulan seperti yang 

tercermin dalam praktik hutang piutang ibu Istiqomah dengan BUMDes yakni 
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ibu Istiqomah meminjam uang  sebesar Rp.1000.000,00 maka bu Istiqomah 

setiap bulannya harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.115.000,00. Hal 

ini diperoleh melalui perhitungan Rp.1000.000,00 × 1,5 = Rp.1.500.000,00 ÷ 

100 = Rp.15.000,00 × 10 bulan = Rp.150.000,00. Kemudian Rp.1.000.000,00 

+ Rp.150.000,00 = Rp.1.150.000,00 ÷ 10 bulan = Rp.115.000,00, dengan 

rincian Rp.100.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan 

sedangkan Rp.15.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Hal ini menunjukkan 

adanya kelebihan atas pokok pinjaman. 

Menurut hukum Islam transaksi tersebut dilarang karena merupakan 

transaksi yang mengandung riba>. Riba> berarti menetapkan bunga/melebihkan 

jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan prosentase tertentu dari 

jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam pengertian 

lain, riba> berarti tumbuh atau membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba> 

berarti pemngambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
104

 

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa transaksi hutang 

piutang yang terjadi di Desa Brudu mengandung salah satu macam-macam 

riba> yakni riba> qard}, yang berartii suatu smanfaat ataui tingkati akelebihan 

tertentu ayang disyaratkan terhadapa yang berhutanga (muqtarid}). Dalam hal 

ini yang disebut dengan riba> yakni tambahan senilai Rp.150.000,00 yang 

merupakan uang jasa perbulan yaitu Rp.15.000,00 dikalikan dengan jangka 

waktu 10 bulan. 
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Agama Islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi hutang untuk 

meminta tambahan atas piutang yang ia berikan ketika jatuh tempo 

pengembalian hutang. Banyak fuqaha berargumen bahwa atransaksi ayang 

bercampur adengan riba> aadalah batal, tidak sah dan tidak boleh aditeruskan. 

Barangsiapa mempraktikan ariba>, maka transaksi tersebut aditolak, ameskipun 

ia tidak atahu karena ia atelah berbuat asesuatu yang adiharamkan Allah Swt. 

Larangan. dalam ariba> menunjukkan ahukum haram dan arusak.
105

  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, demikian dapat 

disimpulkan bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan yang terjadi di 

Desa Brudu tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena transaksi hutang 

piutang yang mengambil manfaat adalah riba>.  

                                                             
105

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 98. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab I 

hingga Bab IV pada skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian dalam Bab V. Adapun kesimpulan tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

1. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Brudu Kecamatan Sumobito 

Kabupaten Jombang antara masyarakat (nasabah) sebagai peminjam 

dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemberi pinjaman 

yakni nasabah datang ke Balai Desa menemui staf BUMDes untuk 

melakukan permohonan peminjaman kemudian pimpinan BUMDes 

ataupun staf lainnya membacakan persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi, lalu kedua belah pihak (pimpinan BUMDes dan nasabah) 

membuat perjanjian yang berisi bahwa ketika nasabah mengembalikan 

pinjamannya maka diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut beserta 

tambahannya sebesar 1,5 % perbulan sesuai waktu yang telah ditentukan 

yakni 10 bulan (total tambahan menjadi 15 %), kesepakatan ini dilakukan  

di awal perjanjian. Sedangkan minimum dan maksimum pinjaman yakni 

mulai dari Rp.1000.000,00 hingga Rp.5.000.000,00. 
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2. Menurut hukum Islam, tambahan pembayaran atas hutang piutang pada 

BUMDes di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak 

diperbolehkan, karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat 

adalah riba>, hukum riba> adalah haram. Pembayaran hutang dengan 

memungut riba> tersebut tidak sesuai dengan konsep akad qard} yang 

merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong 

bukan untuk mencari keuntungan. 

B. Saran  

1. Bagi pihak BUMDes Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten 

Jombang disarankan untuk meciptakan produk baru, yakni: 

a. Produk kerjasama yang disediakan bagi nasabah produktif dengan 

menggunakan akad mudharabah baik mutlaqah maupun muqayyadah 

yakni akad kerjasama bisnis antara 2 pihak yaitu BUMDes sebagai pihak 

pemodal dan nasabah sebagai pihak pengelolah usaha, kedua belah pihak 

ini dapat melakukan kesepakatan nisbah bagi hasil. Misalnya nasabah 

atas nama Ibu Istiqomah ingin membuka usaha jual beli gorengan (sosis 

dan lainnya) kemudian ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada 

BUMDes, selanjutnya BUMDes memberikan modal 100 % kepada 

nasabah sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Selanjutnya, kedua 

belah pihak dapat melakukan kesepakatan bagi hasil atas keuntungan 

dan kerugian dari kerjasama tersebut. Misalnya, keuntungan 40 % 

dimiliki oleh pihak pemodal yakni BUMDes sedangkan keuntungan 60 

% dimiliki oleh pihak pengelolah usaha yakni Ibu Istiqomah (nasabah). 
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b. Produk jual beli yang disediakan bagi nasabah konsumtif dengan 

menggunakan akad murabahah yakni perjanjian jual beli antara 

BUMDes dengan nasabah. Misalnya, BUMDes membelikan sembako 

atau barang-barang tertentu yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga 

pokok kemudian dijual kepada nasabah dengan ditambah margin 

keuntungan yang telah disepakati oleh BUMDes dan nasabah. 

Sedangkan pembayaran atas barang yang dibeli oleh nasabah tersebut 

dapat diangsur atau dicicil sesuai waktu yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

2. Mengingat bahwa di Desa Brudu mayoritas agama yang dipeluk adalah 

agama Islam, alangkah baiknya jika lembaga BUMDes dapat beralih dari 

umum ke khusus yakni beralih pada lembaga yang berbasis syariah. Dengan 

begitu, akad-akad yang terurai di atas dapat terlaksana dengan baik. 
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